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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah, rahmat dan
hidayah-Nya, buku yang berjudul “Pelayanan Publik Kontemporer’ ini dapat
diselesaikan pada waktunya.Buku ini merupakan salah satu referensi mata kuliah
Teori Pelayanan Publik di Lingkungan Fakultas llmu Sosial Dan Politik Universitas
Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Pelayanan Publik sebagai instrumen
pemenuhan hak warga negara dapat dirasakan manfaatnya manakala sudah
berbentuk pelayanan publik yang responsif, akuntabel, efektif dan efisien. Konten
dalam buku ini berupa teori-teori dari para pakar Administrasi Publik kemudian
dilengkapi dengan bahan-bahan seminar, makalah-makalah yang penulis buat dan
jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema Pelayanan Publik Kontemporer yang
tengah menjadi tema sentral dewasa ini dalam khazanah pemerintahan moderen.

Pelayanan Publik yang bertalian dengan cita-cita pelayanan yang baik dalam
konteks kepemerintahan yang baik (Good Governance), dalam bentuk buku masih
dirasa kurang tersedia dalam khazanah perpustakaan di indonesia, dengan maksud
untuk memberikan sumbangsih bagi dunia iimu pengetahuan khususnya para
mahasiswa yang membutuhkan literarur buku ini dipersembahkan dengan harapan
ada guna dan manfaat. Dalam buku ini akan ditemukan pembahasan tentang
kestrategisan pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, kesenjangan pelayanan
publik, birokrasi pemerintah dan good governance, birokrasi pelayanan publik, dan
tinjauan mengenai Teori Kinerja Pelayanan Publik. Melalui buku ini diharapkan
mahasiswa dan masyarakat peminat ilmu administrasi publik dapat memperoleh
pengetahuan dan wawasan pada perspektif yang lebih luas tentang Pelayanan
Publik menuju terwujudnya kepemerintahan yang baik, semoga bermanfaat.

Bandung, Desember 2019
Penulis
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BAB I
PENTINGNYA PELAYANAN PUBLIK

A. Pelayanan Publik

Pemerintah adalah pelayanan publik, mengandung makna tujuan
penyelenggaraan pemerintahan untuk melayani masyarakat. Makin berkembangnya
teknologi informasi menciptakan suatu tatanan masyarakat yang terkonektivasi,
tanpa sekat hal ini berimplikasi pada meningginya harapan masyarakat terhadap
layanan publik yang berkualitas. Sebagai penyelenggara layanan publik, pemerintah
dihadapkan pada perubahan global yang bersifat eksponensial ganda (double
exponential) dimana perubahan tersebut telah menggoyahkan kemarnpuan
pemerintah dalam merespon dan memenuhi tingkat harapan dan . kebutuhan
masyarakat yang semakin cepat. Pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat
dewasa ini rnenjadi bagian integral dar reformasi birokra_si menjadikannya penuh
dinamika antara harapan masyarakat dan realitas Fayananf“yéng diberikan. Pelayanan
publik menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik
menyatakan bahwa "Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan. peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penddduk atas barang, jasa atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.
Dengan demikian makna dari Undang-undang tersebut pelayanan dapat dibedakan
menjadi dua jenis layanan yaitu pelayanan administrasif dan pelayanan barang.
Adapun penyelengara pelayanan publik sektor pemerintah terdiri dari aktor-aktor
penyelenggara negara, penyelenggara ekonomi negara, lembaga-lembaga
pelayanan yang d'rtu_njijk oleh negara, dan koperasi.

Era kontemporer atau era digital yang juga dikenal dengan disruption 4.0
semakin menunjukkan karakteristik pelayanan publik yang cepat dan mudah pada
semua aspek layanan masyarakat semuanya dimulai dengan inovasi layanan di
sektor swasta dengan memanfaatkan teknologi informasi dan dikemas melaui kreasi
aplikasi-aplikasi tertentu. Perubahan cepat yang dilalui oleh sektor privat tersebut
telah mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan keluasan
fungsi yang dimilikinya melalui kebijakan publik yang dijalankan mengembangkan
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layanan publik untuk masyarakat kontemporer dengan segala afribut kepentingan
dan berusaha melakukan ‘lompatan’ kualitas pelayanan publik.

Perubahan yang cepat dan serba tidak terduga pada tataran lokal, nasional,
kawasan maupun internasional sebagai dampak globalisasi yang menyebar ke
seluruh penjuru dunia telah membawa akibat pada persepsi publk yang terkait
dengan kesadaran tiap warga negara untuk memperoleh hak-hak publik yang wajib
dipenuhi oleh pemerintah, George Vielmetter and Yvone Sell (2014) mengemukakan
6 megatrends 2030 yang akan mengubah performa pemerintahan secara radikal.
Pertama, globalisasi 2.0 yaitu bergeraknya pusat kemajuan dan pertumbuhan
ekonomi dari barat ke timur. China dan India akan mengambil alih peran
kepemimpinan tersebut. Kedua, krisis energi dan kerusakan lingkungan yang masif
yang menjadikan tetjadinya potensi perang di berbagai belahan dunia uniuk
memperebutkan sumber daya energi. Ketiga, perubahan demografi kependudukan
menuju kepada populési yang menua {aging society). Keempat, perkembangan masif
teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan era digital, era dimana
masyarakat selalu mengawasi apa yang dilakukan'b\fél;i pemetintah {people alwas
on}. 'Kelima, konvergensi atau bersatunya perkembangan berbagai teknologi baru ,
seperti nano, bio, robofic, dan iT akan menyebabkan sebuah era baru yang akan
merombak tatanan struktural, kultural, dan social masyarakat dan secara global. Dan
keenam, menguatnya gejala individualisme dan pluralisme yang lahir dari
masyarakat dengan penghasilan yang febih tinggi (higher income sociefy) dari
generasi milenial.

Bertitik tolak dari penomena tersebut perbaikan manajemen pemerintahan
baik secara gradua! maupun secara radikal mutlak diperukan tentu hal tersebut
membutuhkan proses  panjang dengan menerapkan transpormasi  sistem
pemerintahan dan mendorong perbikan kinerja secara akseleratif. Kepastian
manajemen pemerintahan dapat dilakukan melalui pembangunan platform
manajemen yang antisipatif. terhadap pasar dan diterimanya asumsi baru bahwa
pemerintah dapat dan harus melayani. Para pejabal pemerintah dan staf dituniut
untuk berpijak pada paradigma baru yaknl aparatur sebagai abdi masyarakat agar

terbentuk negara yang kuat.

B. Manajemen Pelayanan Publik
1. Pengertian dan Produk Pelayanan

Manajemen pelayanan publik adalah apapun akfivitas pengelolaan yang
berkaitan dengan pembetian layanan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai
pemberi layanan kepada masyarakat penerima layanan yang secara teknis
dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah atau badan hukum lain milik
pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, baik pelayanan yang
sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun tidak langsung melalui
kebijakan-kebijakan tertentu.

Manajemen pelayanan menurut Albrecht (1985) merupakan pendekatan
totalitas organisasi untuk meningkatkan mutu pelayanan seperti yang diharapkan
para konsumen. Organisasi layanan yang menempatkan konsumen sebagai
subyek layanan yang harus terus dipenuhi ekspektasinya sejatinya organisasi
layanan tersebut tengah membangun platform atau landasan kokoh bagi
keberlangsungan organisasi jangka panjang. Pendapalt‘.( lain tentang manajemen
pelayanan dicetuskan oleh Gronrods (1990) bahwa manajemen pelayanan
bertujuan untuk : 1) Memahami nilai kegunaan pelanggan dengan menggunakan
produk atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi dan bagaimana pelayanan
‘atau produk termasuk aspek-aspek fisikk dar pelayanan atau produk tersebut
berkontribusi terhadap nilai kegunaan serta bagaimana kualitas'dipersebsikan
datam hubungannya dengan pelanggan dan bagaimana penjbahan kualitas
tersebut. 2) Memahami bagaimana organisasi termasuk di dalamnya sumber
daya manusia, teknologi, sumber-sumber daya, sistermn dan kebiasaan-kebiasaan
dapat menghasilkan dan memberikan nilai kegunaan atau kualitas pelayanan. 3)
memahami bagaimana organisasi harus dikembangkan dan dikelola sehingga
nilai kegunaan dan kualitas dapat tercapi. 4) Melaksanakan fungsi-fungsi
organisasi sehingga nilai kegunaan pelayanan atau kualitas dapat tercapai dan
tujuan-tujuan dari mereka yang teribat dalam pelayanan tersebut dapat tercapai.

Sektor publik dan sektor privat saling melengkapi satu sama lain dalam
menghadirkan layanan kepada masyarakat pelan tapi pasti dan tanpa disadari
telah terjadi kompetisi kedua sekior tersebut dalam meraih simpati mésyarakat
(customer) dengan memberikan layanan publik prima, tak jarang dijumpai sekdor
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publik, pada era kontemporer ini mampu menyuguhkan layanan publik yang
menyamai kualitas sekfor privat bahkan beberapa diantaranya lebih unggul.
Namun demikian karakteristik kedua entitas organisasi tersebut berbeda saiu

sama lainnya,
Tabef 1.1. A
Perbedaan Utama Manajemen Pelayanan Publik dan Sektor Privat
Pelayanan Publik Sektor Privat
Undang-undang, . peraturan | Program perusahaan, arahan
pemerintah, aturan hukum direktur
Kebutuhan ekonomi nasional Kebutuhan pasar

Relatif terbuka pada pemerintah | Relatif rahasia;

dan  pengambilan  keputusan; | menekankan kepercayaan bisnis
menekankan keterwakilan |
Berpihak pada publik; melibatkan | Fokus utama pada shareholders
banyak stakeholders dan pihak manajemen

Mempunyai nilai dan tujuan yang | Relatif terbatas
banyak

* Pelayanan

« Kepentingan publik

« Pemerataan

s Profesionalisme

« Partisipasi pelanggan

» Perdagangan kompleks
Sumber utama berasal dari pajak

Sumber utama berasal dari
keuntungan dan pinjaman

Sumber : Clive Holtham, ‘Key Challenges for services delivery”, dalam Leslie Willcoeks dan Jenny
Harrow (pse-ny ), Rediscovering Public Services Management, McGraw-Hill Book Company, London,
1992,h. B5-6.

2. Pelayanan Publik & New Public Service

Entitas birokrasi merupakan rantal penghubung antara negara dan
warganya untuk memberikan pelayanan publik yang baik, perlu diingat bahwa
pelayanan publik bagian dari manifestasi birokrasi. Pengukuhan pada
penting:jya kualitas pelayanan publik mulai berkembang secara paradigmatik
sejak munculnya aspirasi yang luas tentang pelibatan masyarakat dalam proses
dan implementasi program-program pembangunan juga keterlibatan dalam
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evaluasi hasil-hasil pembangunan dengan menekankan pada keterjaminan hak-
hak masyarakat. Paradigma New Public service (NPS) suatu konsep yang
diusung oleh Janet V. Dembhart dan Robert D. Denhart melauwi tulisan pada
sebuah buku yang betjudul “The New Public Setvice : Serving, Not Steering",
yang diterbitkan tahun 2003. Paradigma NPS sebagi antitesa paradigma
administrasi mainstream saat itu yakni paradigma new public management yang
berdandaskan pemikiran “run govemment like a business” atau “market as
solution to the ills of in public sector”.

Gagasan Denhardt tentang Pelayanan Publik Baru (PPB) menegaskan
bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan 'Iayéknya sebuah perusahaan
fetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata, jujur, dan
akuntabel. Dengan demikian pemérintah harus menjamin hak-hak warga negara
dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan
kepentingan masyarakat. “Citizen FirsP’ harus menjadi :pegangan atatu
semboyan pemetintah (Denhardt and Gray, 1998). | '

" NPS mengandung prinsip-ptinsip sebagai berikut : 1) Melayani warga
negara, bukan customer (Serve cifizens, Not cusfomer). 2} Mengutamakan
kepentingan publik (Seeks public interest). 3) Kewarganegaraan-lebih berharga
dari kewirausahaan (Value citizenship over entrepreneurship). 4) Berpikir
strategis, bertindak demckratis (Think strategically, act democratically).
5) Paham jika akuntabilitas bukan hal sederhana (Recognize that accountabifily
is not simple). 6) Melayani ketimbang mengarahkan (Serve rather than steer).
7) Menghargal manusia bukan sekadar produktivitas (Value pebple, not just
productivity). ' '

Adapun dimensi keberhasilan dari penerapan NPS mengacu kepada
keberhasilan penerapan konsep standar dan kualitas pelayénan publik yang
minimal memeriukan dimensi yang mampu mempertimbangkan realitas dalam
mengelola sekior-sektor publik yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Ada sepuluh dimensi untuk mengukur hal tersebut, mencakup : 1) Tangible,
menekankan pada penyediaan fasilitas, fisik, personel, peralatan dan
komunikasi. 2} Reability, kemamipuan unit pelayanan untuk menciptakan yang
dijanjikan dengan tepat. 3) Responsiveness, kemauan untuk membantu para




provider untuk bertanggung jawab terhadap mufu layanan yang diberikan.
4) Competence, tuntutan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang
batk oleh aparatur dalam memberikan layanan. &) Courtesy, sikap atau pritaku
ramah, fanggap, bersahabat terhadap keinginan pelanggan serta mau
melakukan kontak atau relasi pribadi. 8) Credibility, sikap jufur dalam setiap
upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat. 7) Securily, jasa pelayanan yang
diberikan harus dijamin dan bebas dari bahaya dan resiko. 8) Access, terdapat
kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan. 9) Communication,
kemampuan pemberi layanan untuk mendengarkan suara, keinginan, atau
aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi
baru kepada masyarakat. 10) Understanding Customer, melakukan segala
usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.

Dengan demikian ruang lingkup pelayanan publik mempunyai berbagai
dimensi seperti : dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi
organisasi serta dimensi komunikasi. Dimensi politik menyangkut hubungan
antara warga negara dan politisi dan policyﬁiéker dalam pelayanan publik.
Politisi dalam pemilihan umum menjanjikan kepada warga negara uniuk
meningkatkan fasilitas pendidikan atau bebas biaya pendidikan merupakan salah
satu contoh kontrak politkk antara kedua belah pihak. Sementara itu dimensi
ekonomi mencakup pembiayaan pelayanan publik; apakah akan dibiayai oleh
negara ataukah oleh pihak swasta. Dimensi sosial menyangkut pilihan-pilihan
secara sengaja dalam kebijakan untuk mengalokasikan dan memproduksi
pelayanan publik kepada kelompok sosial tertentu, misalnya kelompok

masyarakat miskin. Dimensi organisasi dan komunikasi yang menyangkut kinerja

organisasi pelayanan publik; standard kinerja, aparat pelaksana, komunikasi
antara penetima pelayanan dengan pemberi pelayanan dan lain sebagainya.
Pelayanan publik memiliki karakteristik, dalam hal ini Olive Holtman
(Leslie Wilicocks dan Jenny Harraws, 1992) mengemukakan antara lain :
1} Gensrally cannat choose customer. 2) Roles fimited by legisiation. 3) Folitics
institutionalized conflict. 4) Complex accountfability. 5) Very open to securily.
6) Action must be justified. 7) Objective-oulpuls difficult fo state/measure. Atas
dasar Kkarakteristik yang demikian maka peilayanan publik memeriukan

organisas! yang berbeda dengan organisas| yang dapat memilih konsumennys
secara selektif, Setiap terjadi kenaikan harga atas suatu pelayanan publik harus
dibicarakan atau harus mendapat persetujuan terleblh dahulu darl pihal
legislative (Achmad Nurmadi, 1999),

Jenis pelayanan publik seperti infrastruktur, listrik, penyediaan air bersih,
dan sebagainya tidak sepenuhnya dapat diserahkan berdasarkan mekanisme
pasar. Ada sebagian kelompok masyarakat yang tidkak dapat menikmati
pelayanan publik tertentu (ini berkaitan dengan aspek pemerataan), jika layanan

- publik dikelola oleh pasar/swasta. Gejala ini disebut kegagalan pasar (market

failure). Salah satu bentuk intervensi pemerintah adalah dengan penyediaan
barang-barang public (public goods) yang dicirikan oleh dua karakteristik, yaitu
1) “Non-excludability” dan 2) “Non-rivalrty consumtion”. Karakteristik non-
excludability diartkan bahwa orang-orang yang membayar agar dapat
mengkonsumsi barang itu tidak dapat dipisahkan dari orang-orang yang tidak
membayar tetapi dapat mengkonsumsinya juga. Seé‘:langkan ‘karakteristik Non-
rivalty consumtion diartikan bahwa' bila seseprang mengkonsumsi barang itu,
orang lain pun mempunyai kesempatan mengkonsumsinya puia.

Oleh karena itu pihak swasta tidak bersedia menghasilka'n barang publik
(mumi), maka pemerintahlah yang harus menyediakannya -agar kesejahteraan
seluruh masyarakat dapat ditingkatkan (Nurdjaman Arsjad, dkk. 1992). Intervensi
pemerintah akan lebih menaonjol dilakukan oleh pemerintah daerah vang
bercirikan perdesaan (rural). Ini disebabkan tuntutan masyarakat di perkotaan
lebih mendesak dibandingkan di perdesaan. Kenyataan yang dihindari adalah
terjadinya pergeseran barangfjasa privat berubah menjadi barang/jasa publik
{dan -sebaliknya), missal pemadam kebakaran. Di perdesaan pemadam
kebakaran bersifat barang/jasa privat sehingga tidak diperlukan Dinas Pemadam
Kebakaran, tetapi di perkotaan berubah menjadi barangfjasa publik.
Konsekuensinya adalah bila semakin banyak barangfjasa privat yang tidak
dapat dihindari berubah sifat menjadi barangfjasa - publikk, maka beban
pemerintah akan semakin tinggi. Hal ini sering dikaitkan sebagai fenomena
government growth (Sudarsono, 1997). Pertumbuhan beban pemerintah ini akan
semakin berkelebihan bukan hanya karena berubahnya barang privat menjadi




No. | Pasal Jenls Pelayanan Bldang

16 | 28H Perlindungan reslko Asuransl fiwa,

16 28| Periindungan hukum, Perilndungan hak

17 28 Kshidupan beragama Agama

18 30 Keamanan dan Keamanan

19 31 Pendidikan, dan Pendidikan

20 32 Kebudayaan 7 Kebudayaan

21 33 Perekonomian Ekonomi

22 34 Fakir miskin, anak- anak Sosial dan kesehatan

~ Hasil Amandemen UUD 1945 ini secara mendasar melakukan perubahan
besar terhadap kewe|lban negara didalam memberikan pelayanan publk kepada
warganegara yang mencakup bldang yang sangat luas, mulal darl bidang
keamanen sampal dengen bidang soslal dan budaya. Kewajlban negara inl akan
membawa Konsekusnsl politk yang besar kep@\da rezim politlk vang sedang

-.memerintah.
“ Tabel 1.3
Cara Operator Menterjemahkan Tugasnya
Goal Situasional Harapan

Cara Tugas yang Situasi lapangan | Sesuai dengan
Menterjemahkan | dilaksanakan sesuai kelompok kerja
tugas dengan operasional '

goal, dan bukan

official goal
Contph Goal Dinas Polisi melayani Menjaga hutan

Kesehatan versus Masyarakat vs vs kebutuhan

goal Perawat melindungi bisnis | kelompok pada

tertentu uang
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BAB II
KONSEP DAN TEORI PELAYANAN PUBLIK

A. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Kotler {2003), “Pelayanan Publik” merupakan
aktifitas yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain dan pada dasarnya fidak
berwujud (infangible) dan tidak menghasilkan kepemilikan (un-ownership). Konsep
tersebut mengandung makna bahwa pelayanan publik merupakan akfifitas
pemerintah dalam melayani masyarakat secara kolekiif pada seluruh segi kehidupan
masyarakat. Konsekuensinya pelayanan publik tidak di bawah monopoli seseorang
atau kelompok tertentu.

Pelayanan publik menurut Roth (1926 :1) adalah sebagai berikut : Pelayanan.
publik didefinisikan sebagai layanan yang tersedia untuk masyarakat, baik secara
umum (seperti di museum) atau secara khusus (éepeﬁi di restoran makanan).
Sedangkan Lewis dan Gilman (2005 :22) mendefinisikan T"i)elayanan publik sebagai
berikut : Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap
pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber

‘penghasilan secara fepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggung-awabkan menghasilkan
kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan
kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.
Pengertian pelayanan publik dari wikipedia adalah sebagai berikut : Pelayanan
publvik adalah istilah untuk layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada warga
negaranya, baik secara langsung (melalui sektor publk) atau dengan membiayai
pemberian layanan swasta. Istilah ini dikaitkan dengan konsensus sosial (biasanya
diwujudkan melalui pemilihan demokratis), yaitu bahwa layanan fertentu harus
tersedia untuk semua kalangan tanpa mamandang pendapatan mereka. Bahkan
apabila layanan-layanan umum tersebut tersedia secara umum atau dibiayai oleh
umum, layanan-layanan tersebut, karena alasan politis atau sosial, berada di bawah
peraturan/regulasi yang lebih tinggi daripada peraturan yang beriaku untuk sektor
ekonomi. Istilah layanan publik juga merupakan istilah fain untuk layanan sipil.
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Dari berbagai pengertian pelayanan dan pelayanan publik di atas dapat
disimpu[kan definisi pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik {pemeriniah) sebagai upaya

untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau masyarakat '

maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai
kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara
yang telah di tetapkan., Kebutuhan dalam hal ini bukanleh kebutuhan secara
individual akan tetapi berbagal kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan
masyarakat.

B. Pelayanan Umum _

Pelayanan umum berarti melayani sebuah jasa atau menerima Jasa untuk
dibutuhkan atau dilaksanakan dan dibutuhkan cleh masyarakat dalam segala bidang.
Kegiatan pelayanan terhadap masyarakat ini rnerupékan salah satu dari sebuah
tugas dan fupgsi administrasi negara.

Pelayanan : “suatu pendekatan nrgamsasn total yang menjadi kualitas
peléyanan yang ditefima oleh sebuah penggguna jasa, sebagai salah satu kekuatan

untuk menggerak ataupun penggerak utama dalam sebuah pengoperasian dalam

suatu bishis” (Albert dalam Lovelack, 1891).

Pelayanan masyarakat yakni sebuah usaha yang dilaksanakan ataupun
dilakukan oleh seseorang dan atau sebuah kelompok orang atau sebuah instansi
yang memberikan sebuah bantuan dan sebuah kemudahan terha_dap masyarakat
dalam menentukan ataupun mencapai sebuah tujuan yang diinginkannya, (Thoha,
1091).

Kepentingan umum merupakan sebuah bentuk dari sebuah kepentingan yang
menyangkut ataupun melibatkan banyak orang atapun masyarakat, tidak
bertentangan dengan sebuah nomma-norma dan sebuah aturan-aturan  yang
kepentingannya tersebut bersumber pada sebuah kebutuhan ataupun kepentingén
(hajathidup) semua banyak orang ataupun masyarakat itu” (Moenir, 1995). Dan tiga
dan satu syarat yang membentuk kepentingan umum : ‘
1. Adanya kepentingan.

2. Kebutuhan bersama.

12

3. Masyarakat,dengan syarat tidak bertentangan dengan sebuah norma ataupun
sebuah aturan. ‘
Secara luas kepentingan umum menyangkut ataupun berpengaruh untuk
sebuah fasilitas yang sudah disediakan oleh sebuah fasilitas yang telah disediakan
oleh sebuah badan organisasi yang berkaitan dengan sebuah kepentingan orang
banyak dan sebuah pengorbanan yang tidak tampak, Dan setiap kegiatan yang
dilaksanakannya oleh pihak lain yang ditujukan guna untuk memenuhi sebuah
kepentingan dan hajat orang banyak, disebut pelayanan umum. Pelayanan umum

“yakni sebuah kegiatan yang dilakasanakan ataupun yang dilakukan oleh sesecrang

ataupun sebuah sekelompak orang dengan sebuh ataupun tujuan yang betlandaskan

faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka untuk

mernenuhi sebuah usaha yang untuk memenuhi sebuah kepentingan orang lain dan
sesual dengan haknya. Pelayanan umum dapat diperhatikan dari sebuah adanya hak
dan tanggung jawab yang sudah melekat pada masyarakat sehihgga. pengettian

umum harus dimaksudkan pada masyarakat. ,

Karakteristik pelyanan yang harus dimiliki organisasi pemberi pelayanan :

1. Prosedur pelayanan harus mudah dimengerti dan . dipahami, mudah
dilaksanakan sehingga bisa terhindar dari sebuah prosedur birokratik yang
snagat berlebihan, dan berbelit-bekit.

2. Pelayanan diberikan dengan sebuah kejelasan dan sebuah kepastian dari
pelanggan. ‘

3. Dan seorang pemberi layanan harus diusahakan sehingga efektif dan efesien.
Pemberi pelayanan harus memperhatikan kesepakatan dan ketepatan sebuah
wakfu yang telah ditentukan, ‘ '

5. Dan pelanggan setiap saat mudah memperoleh sebuah . informasi yang
berkaitan dengan pelayanan secara terbuka

6. Dalam melayani, pelanggan diperlukan sebuah motto,

Pelayanaﬁ umum diharapkan :

1. Mudsh dalam sebuah psengurusan bagi yang berkepsniingan.

2. Mendapat pelayanan yang wajar.

3. Mendapat perlakukan sama tanpa pillh kasih.

4, Mendapat perlakuan jujur dan terus terang.
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Pelayanan yang bak dan memuaskan akan berdampak positif bagi

fnasyarakat, diantaranya :

1.

2
3.
4

Masyarakat menghargai dan bangga terhadap korp pegawai.

Masyarakat harus patuh terhadap segala sesuatu aturan yang telah disediakan.
Menggairahkan usaha yang ada di dalam masyarakat.

Menimbulkan peningkatan dan pengembangan dalam masyarakat.

Kriteria yang menjadi pelayanan atau jasa sekaligus membedakannya dari

sebuah barang :

1.
2.
3.

10.
11.
12,
13.

Pelayanan merupakan sebuah oufput tak berbentuk.

Pelayanan merupakan sebuah oufput variabel, tidak standar.

Pelayanan tidak dapat di simpan didalam sebuah inventori, tetapi dapat
dikonsumsi dalam produksi.

Terdapat sebuah hubungan langsung yang erat dengan sebuah pelayanan
melalui proses pelayanan yang ada di dalam nya.

Pelanggan ikut berpartisipasi di dalam proses; pelayanan yang ada di dalam
sebuah pelayanan tersebut sehingga berjalan dengan baik.

Keterarnpllan personil “diserahkan” atau diberikan secara langsung kepada
pelanggan yang sedang melaukan sebuah produk yang ia lakukan

Pelayanan ini tidak bisa atau tidak dapat di produksi secara masal ataupun
secara ramai-ramai. -
Membutuhkan pertimbangan pribadi tinggi individu sebuah pemberi pelayanarn.
Perusahaan jasa pada umumnya bersifat padat dan karya.

Fasiltas pelayanan berada di dekat lokasi pelnaggan.

Pengukuran efektivitas pelayanan bersifar subyékﬁf.

Pengendalian kualitas terutama dibatasi pada pengendalian proses.

Pilihan penetapan harga lebih rumit ataupun susah,

Pelayanan umum merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang

dilaksanakan oleh sebuah instansi pemerintahan pusat ayang ada di sebuah Daerah,

dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah di dalam sebuah bentuk barang

maupun itu jasa, baik di dalam sebuah rangka di dalam pemenuhan kebutuhan yang

ada di masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan dan sebuah ketentuan dan

peraturan perundang-undangan. Pelayanan umum harus mengandung unsur
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Hak dan kewajiban pemberi penerima sebauah pelayanan umum harus jelas dan
harus diketahui terlebih dahulu sehingga jelas.

Pengaturan bentuk pelayanan umum harus sesuai dengan sebuah kondisi'
kebutuhan dan kemampuan yang ada di dalam sebuah masyarakat untuk
membayar berdasarkan sebuah peraturan yang telah berdaku sehingga menjadi
efektif dan efesien.

Mutu merupakan sebuah proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan
agar dapat memberikan sebuah pelayanan yang baik dan sebuah keamanan
yang baik juga, kenyamanan dan kelancaran dan sebuah kepastian hukum yang
dapat diperfanggung jawabkan.

Dan bila sebuah pelayanan umum oleh pemerintah terpaksa -mahal, maka
pemerintah berkewajiaban memberi peluang kepada masyarakat juga ikut serta
dalam menyelenggarakan vang sesuai peraturan perundang-undangan (SK
Menpan No 81/1983).

Pelayanan yang memberikan sebuah kepuasan terhadap pelanggan, dan

send: pelayanan umum harus memperhatlkan

1.

Kesederhanan, prosedur/ataupun tata cara dalam sebuah pelayanan yang
diselenggafakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbeiit—belit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan.

Kejelasan dan kepastian mengenai :

a. Prosedur/tata cara pelayanan umum.

b. Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif.

¢. Unit kerja dan atau jabatan yang berwenang dan harus bertanggung jawab
dalam memberikan sebuah pelayanan umum. ‘

d. Rincian biaya ataupun tariffblaya pelayanan umum. dan tata cara
pembayarannya. | |

e. Jadwal waktu pelayanannya umum.

f. Hak dan kewajiban baik dari pemberi maupun penerima pelayanan umum
berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam penerimaan permohonan/
kelengkapannya dalam sebagai alat untuk memastikan dalam proses
pelayanan umum.

g. Pejabat yang menerima keluhan yang dikeluarkan oleh masyarakat
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terhadap pelayanan.

3. Keamanan, proses dan hasil pelayanan umum dapat memberikan sebuah

keamanan dan kenyamanan serta dapat memberi kepastian hukum.
Keterbukaan, prosedur dan tata cara, masyarakat dan persatuan ketja pejabat
penanggung jawab pemberi pelayanan umum, waktu penyelesaian dan rincian
biayaftarif dan hal lain yang dapat berkaitan dengan sebuah proses pelayan
umum itu wajib dinformasikan secara terbuka sehingga- akan mudah untuk
dipahami dan dimengerti oleh semua masyarakat baik diminta maupun tidak
dimintai oleh sebuah pelayanan yang ada di dalamnya. .

5. Efisien merupakan sebuah :

a. Persyaratan pelayanan umum ini hanya dibatasi dengan sebuah hal yang
sangat berkaitan secara langsung dengan sebuah pencapaian ataupun
target sasaran sebuah pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan
antara sebuah persyaratan dengan produk pelayanan yang telah diberikan
sebelumnya kepada sebuah pelanggan yang ada di dalam sebuah
pelayanan umum. >

b. Dicegah adanya sebuah pengulangan ataupun pemenuhan kelengkapan
sebuah'persyaratan, dalam hal ini proses pelayanannya harus memenuhi
sebuah kelengkapan dalam mempersyaratkan sebuah satuan dar
kerja/instansi pemerintahan lain yang terkait sebelumnya kepada sehbuah

pelayanan yang ada di sebuah prosedurpelayanan umum tersebut.

6. Ekonomi

a. Nilai barang dan jasa pelayanan umum dan tidak memenuhi dan tidak
menuntut biaya yang tinggi diluar kewajiban ataupun ketetapan yang sudah
ditetapkan sebelumnya oleh sebuah prosedur ataupun sebuah pelayanan
umum yang ada.

b. Kondisi dan kemampuan masyarakat di dalam untuk membayar secara
umum jadi mefihat sebuah kondisi terlebih dahulu kepada masyarakat yang
ingin membayar sebuah pajak ataupuﬁ yang lainnya sehingga kita bisa
mengetahui dengan jelas bagaimana kondisi perekonomian yang ada di
dalam keluarga atupun masyarakat yang ada.

¢. Ketentuan peraturan perundang-undanag yang felah ditetapkan oleh
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pemerintah maupun pelayanan umum yang ada di dalamnya untuk
mematuhi dan melaksanakan tugas ataupun kewajiban yang ada
sebelumnya sehingga bisa berjalan dengan baik sebagaimana semestinya
yang telah terjadi.

7. Keadilan yang merata, cakupanfjangakauan pelayanan umum yang sudah
diusahakan seluas mungkin dan sebanyak mungkin dengan distribusi yang
merata dan diperlakukan dengan secara adil dan baik sebelumnya sehingga
pelayanan umum di sini dipandang menjadi baik dan berjalan dengan baik
sehingga bisa diterapkan di sebuah ataupun di dalam sebuah prosedur yang
ada.

8. Ketepatan waktu, merupakan sebuah pelayanan umum yang dapat diselesaikan
dalam tempo wakiy yang telah ditentukan sebelumnya (Sk. Menpan No.
81/1993) sehingga peraturan ini harus sepenubnya ditaati dan dilaksnakan
sehingga bisa berjalan dengan baik sebelumnya.

SK Menpan Nomor 81/1993 dipqrtegas dalam INPRES1I1995, Surat Edaran
menko-washangpan No. 56/1998 berisi : |
1. Dalam waktu secepat-cepatnya mengambil langkah perbaikan mutu pelayanan
masyarakat pada masing-masing unit kerja/kantor pelyanan usaha milik negara.
2. Langkah perbaikan mutu pelayanan masyarakat diupayakan dengan :

a. Menerbitkan pedoman pelayanan yang memuat : persyaratan, prosedur
biayaAarif pelayanan dan batas waktu dalam menyelesaikan pelayanan,
dalam bentuk buku panduan/pengumuman/ melahii média fain.

b. Menempatkan petugas yang bertanggung jawab melakukan sebuah
pengecekan kelengkapan persyaratan dan permohonan untuk kepastian
mengenai hal yang diterima ataupun ditolaknya sebuah berkas tersebut
pada saat itu juga. _ _

c. Menyelesaikan permohonan pelayanan sesuai' dengan batasan wakiu
ditetapkan dan bila batas waktu yang telah ditentukannya ataupun wakiu
yang telah ditetapkan dan tedampui, maka permohonan berarti di persetujui.

d. Melarang dan atau menghapus biaya tambahan yang dititiokan pihak lain
dan meniadakan segala bentuk pengeluaran liar, diluar biaya dan jasa

pelayanan yang telah ditetapkan.
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BAB il
PELAYANAN PRIMA DAN KUALITAS PELAYANAN

A. Pelayanan Prima

1. Pengertian pelayanan prima

Kata “layanan prima” atau layanan istimewa (excellent service) dalam
dunia bisnis sekarang dinyatakan dengan istitah “Service Excelffence”.

Adakah perbedaan antara pelayanan prima yang dikenal dengan
{Service Excellence) dengan pelayanan kepada konsumen/pelanggan
{consumer/consumer service) dan program kepedulian terhadap pelanggan atau
peduli pelanggan, atau urusan pelanggan (cusfomer care)? Sebetulnya tidak
begitu jauh berbeda, bahkan dapat dikatakan sama, karena pada hakikatnya
layanan prima atau pelayahan prima bertitlk tolak pada upaya pasiayanan bisnis
untuk membettkan layanan terbalknya sebagal wujud kepedulian perusahasn
kepada konsumen/pelanggan. Jlka ade perbedaan, hanyalah sedikit sajs, yaitu
karena perbedaan dalam penggunaan berbagai konsep pendekatannya saja.

Maka dari itu dengan adanya persamaan titik tolak dan tujuan dalam
konsep layanan kepada pelanggan {cusfomer service), kepedulian kepada
pelanggan (customer care), dan pelayanan prima (service exceflence) maka
dapat disimpulkan, bahwa yang paling dalam memberikan layanan terbaik bagi
pelanggan harus berorientasi kepada kepentingan para pelanggan, sehingga
memungkinkan kita mampu memberikan kepuasan yang optimal,

Upaya memberikan layanan yang terbalk ini dapat diwnjudkan apabila
kita dapat menonjolkan kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan,
dan tanggung jawab yang baik dan terkoordinasi, ’

Penonjolan kemampuan inilah yang sebenamya agak membedakan
antara konsep pelayanan biasa dengan pelayanan prima karena tumpuan
kebsrhasilan melaksanakan dan membudayskan pelayanan prima tidak terlepas
darl kemampuan seseorang atau kelompol orang untuk melaksanakan layanan
secara opiimal dengan menggabungkah konsep kemampuan, slkap,
penampllan, tihdakan, dan tanggung jawsb dalam proses pemberian layanan.

Hal yang penting d idalam definisi layanan prima tersebut minimal harus
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ada tiga hal pokok, yaitu dengan adanya pendekatan sikap yang berkaitan
dengan kepedulian kepada pelanggan, upaya melayani dengan tindakan terbaik,
dan ada tujuan untuk memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar
layanan tertentu.

Pelayanan prima juga adalah kepedulian kepada pelanggan dengan
memberikan [ayanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan
kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, agar mereka selalu loyal kepada
organisasi/perusahaan.

Jadi, keberhasilan program pelayanan prima tergantung pada
penyelarasan kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan
tanggung jawab dalam pelaksanaanya.

Pengertian atau definisi layanan prima yang dikemukakan di atas dapat
kita katakan, semuanya benar. Sulit untuk rmenyatakan tidak benar karena
pengertian layanan prima di atas diungkapkan oleh berbagai pelaku bisnis di
bidang bisnis yang berlainan. B

Untuk- lebih jelasnya, berikut ini akan kifa praktekkan pembuatan
beberapa contoh pengertian/definisi layanan prima untuk beberapa bidang
usaha. Misalnya, dalam bidang usaha jasa transportasi bidang angkutan
penumpang/orang, mungkin pengusahanya akan menyebutnya bahwa layanan
prima adalah memberikan kepuasan optimal kepada penumpang dengan
menyediakan fasilitas pengangkutan yang cepat, aman dan ongkos yang relatif
murah,

Lain lagi dengan perusahaan manufakiur (produs‘enlpabrikan).
Pengusahannya mungkin akan menyebutkan bahwa pelayanan prima adalah’
program [ayanan kepada pelanggan denhgan memproduksi barang berkualitas
yang mampu memuaskan semua pelanggan. '

Di sisi lain, mungkin saja para pedagang mengartikan layanan prima
sebagai upaya memuaskan pelanggan melalui upaya penyediaan berbagai
barang kebutuhannya. Kemudian bila kita lihat diihstansi pemerintah,
bagaimanakah bentuk pelayanan prima yang diberikan oleh instansi
pemerintah? Bentuk: pelayanan prima dari suatu instansi pemerintah tergantung
kepada jenis layanan publik yang ditugaskan kepada instansi yang
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bersangkutan,

Suatu Instans! pemerintahan dapat saja menysbutkan bahwa pelayanan
prima adalah program layanan terbalk yang dapat memuaskan masyarakat,
Namun, sudah pastl antara satu instansl dengan Instansi lainnya tidak skan
sama, karena proses dan bentuk layanan yeng diberlkan instansi pemerintah
tersebut berbeda-beda, tergantung pada jenis tugas, kewenangan, dan tanggung
jawabnya,

Jadl, bertitlk tolak pada uralan dan contoh di atas, dapat dipastikan bahwa
kita tidak akan menemukan satu definisi layanan/pelayanan prima yang sama
persis. Namun demikian, dalam suatu definisi pelayanan prima, paing tidak,
kesamaarnya terletak pada tujuan, yaitu memuaskan pelanggan.

2. Konsep pelayanan prima

Pada awalnya, konsep pelayanan prima timbul dari kreativitas para pelaku
bisnis, yang kemudian diikuti oleh organisasi-orgapisasi nirlaba dan instansi
pemerintah, sehingga dewasa ini budaya peiéﬁé?léﬁ prima tidak lagi hanya milik
dunia bisriis tetapi milik semua orang. Budaya ‘pelayanan prima dapat dijadikan
sebagai acUan dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain untuk menjalin
hubungan dalam kehidupan berumah tangga, bertetangga, berbangsa, dan
sebagainya.

Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan pelayanan
prima tidak terlepas dari kemampuan dalam pemilihan konsep pendekatannya.
Ada yang mengembangkan pola pelayanan prima berdasarkan konsep A3 yaitu :
Atltifude (sikap), Attention (Perhatian), dan Action (Tindakan), tetapi ada pula
yang menggunakan konsep lainnya.

Adapun dalam mengembangkan pelayanan prima berdasarkan pada A6,
vaitu mengembangkan pelayanan prima dengan menyelaraskan faktor-faktor,
Ability {kemampuan), Aftitude (sikap), Appearance (Penampilan), Attention
{perhatian), Action (Tindakan), dan Accountability (Tanggung Jawab).

a. Kemampuan (Ability)
Kemampuan (Abflfy) adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu
yang mutlak diperiukan untuk menunjang program layanan prima, yang
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meliputi kemampuan‘ dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan
komunikasi yang efekfif, mengembangkan motivasi, dan menggunakan
public relation sebagai instrumen dalam mermbina hubungan ke dalam dan
keluar organisasi/perusahaan.

b. Sikap (Atitude)

Sikap (Attitude) adalah perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan
ketika menghadapi pelanggan. )

¢. Penampilan {Appearance)

Penampilan (Appearance) adalah penampilan seseorang, baik yang
bersifat fisik saja maupun fisik dan non fisik, yang mampu merefleksikan
kepercayaan diri dan kredfilitas dari pihak lain.

d. Perhatian (Alfention)

Perhatian {Attention) adalah kepedulian penuh terhadap pelanggan
baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan
pelanggan maupun pemahaman atas saran dah I?Kitiknya.

e. Tindakan (Action)

Tindakan {Action) adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan

dalam memberikan layanan kepada pelanggan.
f. Tanggung jawab (Accountability)

Tanggung jawab {Accountability) adalah suatu sikap keberpihakan

kepada pelanggan sebagai wujud kepedufian untuk menghindarkan atau

meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan.

Kualitas Pelayanan
1. Pengertian kualitas pelayanan
Berbicara mengenai kualitas .pelayanan, ~ukurannya “bukan hanya
ditentukan oleh pihak yang melayani saja tetapi lebih banyak ditentukan oleh
pihak yang dilayani, karena merekalah yang menikmati layanan sehingga dapat
mengukur kualitas pelayanan berdasarkan harapan- harapan mereka dalam
memenuhi kepuasanya. ‘
Sekarang ini pelanggan semakin pintar, mereka sangat kritis, sehingga
para pelaku bisnis harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan
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harapan para pelanggan. Sedikit saja pemyimpangan, misalnya pelayanan tidak
sesuai dengan yang diharapkan, para pelanggan akan memberikan peniléian
yang jelek.

Pelayanan yang bisa dikatakan sebagai pelayanan yang berkualitas
adalah pelayanan yang sesuai dengan persyaratan, itu artinya bahwa palayanan
yang berkualitas harus sesuai atau mengacu pada peraturan yang berlaku.
Pelayanan yang berkualitas pasti selalu melakukan perbaikan-perbaikan guna
untuk penyempurnaan yang berkelanjutan. Seorang pelayan publik harus
menghindari perilaku yang membuat pelanggan tidak nyaman, itu artinya setiap
pelayanan harus membuat pelanggan merasa puas dan nyaman atas pelayanan
yang telah diberikan. Pelanggan bisa dikatakan sebagai raja, maka hal paling
penting dan pertama yang harus diperhatikan adalah cara pelayanan yang baik
agar pelanggan mendapatkan kenyamanan dan kepuasan petayanan. Selain itu
kuafitas pelayanan terditi dari sejumliah keistimewaan produk baik langsung
maupun aktarif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberi kepuasan
atas penggunaan produk itu. Pastinya kuaii‘tﬁ’s"berarti bebas dari kerusakan
maupun kekurangan.

2, WMacam-~-Macam Kualitas Pelayanan
Kualitas layanan dibagi menjadi dua, yaitu kualitas layanan itemnal dan
kualitas layanan eksternal,
a, Kualitas Layanan Intarnal
Kualltas pelayanan Internal berkaitan dengan Interaksi jajaran pegawal
erganisasl/perusahaan dengan berbagal fasllitas yang tersedia faktor yang
mempengaruhi kualitas pelayanhan internal, antara lain :
1) Pola manajemen umum organisasifperusahaan.
2) Penyediaan fasilitas pendukung.
3) Pengembangan sumberdaya manusia.
4) Iklim kerja dan keselarasan hubungan kerja.
5) Pola insentif.
Jika faktor-faktor di atas dikembangkan, loyalitas dan integritas pada
dif masing-masing pegawai akan mampu untuk mengembangkan
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pelayanan yang terbaik diantara mereka. Apalagi jika semua kegiatan dapat
dilakukan secara terintegrasi dalam bentuk saling memfasilitasi, saling
mendukung, sehingga hasil pekerjaan mereka secara total mampu
menunjang kelancaran usaha.
Kualitas layanan Eksternal

Mengenai kualitas layanan kepada pelanggan eksternal, kita boleh
berpendapat bahwa kualitas layanan ditentukan oleh beberapa faktor antara
lain :
1) Yang berkaltan dengan penyediaan jasa :

a) Pola layanan dan tata cara penyediaan jasa tertentu.

b) Pola layanan distribusi jasa.

c) Polalayanan penjualan jasa.

d) Polalayanan dalam penyampaian jasa.

2) Yang.berkaitan dengan penyediaan barang

a) Pola layanan dan pembuatan barang bé;kualitas atau penyediaan

' barang berkualitas. ° '

b} Pola layanan pendistribusian barang.

¢} Pola layanan penjualan barang.

d) Polalayanan puma jual.

3) Dimensi Kualitas Pelayanan

Adapun dimensi yang mengukur kuallias pelayanan, yaltu : ‘

a) Reallabliity (handal), kemampuan untuk memberl secara tepat dan
benar, jJenls pelayanan yang telah dljan/lkan kepada
kensumen/pelanggan, '

b) Responsiveness (pertanggungjawaban), yaitu
kesadaran/keinginan membantu konsumen dan memberikan
pelayanan yang cepat. R

c) Assurance (iaminan), yaitu pengetahuanh/wawasan,
kesopansatunan, kepercayaan diri dari pemberi layanan, respek
terhadap konsumen.

d) Emphaty (empati), kemampuan memberi layanan untuk melakukan
pendekatan, memberi periindungan, berusaha mengetahui
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keinginan dan kebutahan konsumen.

e) Tangibles (terjamah), penampilan pegawai dan fasilitas fisik
lainnhya, seperti peralatan atau perlengkapan yang menunjang
pelayanan. -

Hasil dari beberapa penelitan kondisi pelayanan publik yang
pernah terjadi diantaranya adanya diskriminasi pelayanan, yaitu adahya
yang membedakan perlakuan oleh penyedia pelayanan karena status
sosial ataupun karena ekonomi. Kondisi fain dalam pelayanan publik
adalah adanya kefidakpastian peiayanan,‘ maksudnya adalah
ketidakpastian dari sistern prosedur pcfelayranan's wakfu pelayanan, dan
biaya pelayanan. Dengan demikian wmunculah ketidakpuasan
masyarakat terhadap pelayanan publk. Hal tersebut teijadi bisa
dikatakan katena tidak adanya sistem yang intensif, yang mampu
mendorong pejabat birokrasi beketja secara efisien dan profesional.

-Dari seluruh kondisi tersebut perlu adanya. perbaikan, perbaikan kualitas

pelayanan mengacu pada kepuaséﬁ tital pelanggan. Berikut ini
merupakan dimensi untuk perbaikan kualitas :
Ketepatan Waktu Pelayanan
Ketepatan wakiu pelayanan adalah penyelesaian setiap jenis
pelayanan dilakukan secara fepat waktu sesuai waktu yang telah
ditentukan atau berdasarkan standar pelayanan. Jadi Untuk melakukan
perbaikan maka perlu adanya penerapan kedisiplinan pegawai dalam
memanfaatkan waktu, jika pegawai atau birokrat tidak memanfaatkan
waktu yang terjadi adalah penguluran wakiu, sehingga menyebabkan
kelambanan dalam pelayanan.
8) Akurasi Pelayanan
Akurasi pelayanan maksudnya adalah bahwa dalam
perbaikan kualitas pelayanan harus terbebas dari kesalghan-
kesalahan dalarmn melayani masyarakat. Hai ini berkaitan dengan
reability, bahwa memberikan pelayanan publk harus tepat dan

benar.
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3)

6)

b) Kesopanan dan Keramahan
Dalam pelayanan publik sangat diharuskan seorang birokrasi
melayani masyarakat dengan sopan dan ramah, karena
bagaimanapun masyarakat yang harus dilayanai dengan baik,
Apabila tidak melayani dengan sopan dan ramah, maka sudah pasti
masyarakat akan menilai pelayanan tersebut tidak berkualitas
karena dilhat dari cara melayaninyapun tidak dengan etka
kesopanan dan keramahan.
c) Tanggungjawab
Untuk memperbaiki kualitas pelayanan adalah harus adanya
kesadaran tanggungjawab tugas-tugas dari para birokratnya dalam
pelayanan publik. Karena melakukan pelayanan publik bukanlah
suatu beban, akan tetapi suatu tanggungjawab bagi pegawai atau
birokrat.
d} Kemudahan dalam Mendapatkan Pe!aya;'man
Selama ini yang Banyak dikeluhkan masyarakat adalah syarat
untuk mendapatkan pelayanan yang terlalu berbelit- belitnya. Untuk
memperbaiki kualitas pelayanan publik, itu artinya birokrat harus
memberikan pelayanan dengan prosedur sederhana dan fidak
berbelit-belit, sehingga masyarakat mudah dalam mendapatkan
pelayanan.
Variasi Model Pelayanan
Untuk memperbaiki kualitas pelayanan, maka peru adanya
inovasi dari birokrat bagaimana caranya agar masyarakat mendapatkan
pelayanan dengan nyaman dan mendapsatkan kepuasan pelayanan
yang diberikan oleh birokrat pemerintah.
Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan
Ini berkaitan dengan semua pain-poin sebelumnya. Jadi untuk
memperbaiki kualitas pelayanan publik, maka harus benar-benar
memperhatikan poin-poin sebelumnya agar masyarakat mendapatkan
kenyamanan dalam memperoleh pelayanan.
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, BAB IV
GOOD GOVERNANCE : KONSEP DAN PELAKSANAAN

Konsep Good governance mengandung dua arti makna, yang pertama adalah
nifai yang menjunjung finggi kehendak rakyat, yang' dapat meningkatkan
kemamapuan rakyat dalam mencapai tujuan, kemandirian, pembangunan
berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua adalah aspek fungsional dari pemerintahan
yang efekiif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai ujuan
tersebut. Sehingga dua nilai yang terkandung dalam Good govemance merupakan
pilar bagi tegaknya Good governance di suatu negara, yang harus dijunjung tinggi
oleh setiap pihak yang terkait.

Good Governance pada dasamya dapat diartikan sebagai suatu konsep yang
mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat
dipertanggungjawabkan secara bersama yang dicapai oleh pemerintah, warga
negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan - pemerintahaan dalam suatu
negara. Good governance adalah tata kelola pemeﬁntahan yang baik, sehingga tata
pemetrintahan dapat terkelola secara bertanggungjawab yahg sesuai dengan prinsip-
prinsip administrasi sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik agar
bisa mencapai tujuan negara dalam pembangunan nasional.

Secara sederhana, Good govermnance bukan hanya diartikan sebagai tata
pemerintahan saja, yang hanya dalam pengertian strukiur lembaga pemerintah saja.
Namun arti dan makna yang sebenarnya dari Good governance merupakan Integrasi
antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Sehingga dapat dikatakan bahwa
pemerintah harus menciptakan suatu kondisi ekonomi, politik, sosial dan ksamanan
yang baik. Harus dibangun sebuah integrasi antara ketiga pihak itu agar terciptanya
Good governance secara menyeluruh. Misalnya masyarakat harus mempunyai
* kepekaan tinggi terhadap berbagai macam program dan kebijakan pemerintah untuk
mengawasi afaupun mendukungnya. Sedangkan sekior swasta berperan sebagai

7 pihak yang memitiki andil dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian dalam negeri

seperti pajak dan peruasan lapangan pekerjaan. Sehingga disini dapat dikatakan
bahwa ketiga pihak ini saling berkaitan unfuk menumbuhkan Good governance

secara komprehensif.

42

Menurut World Bank, kata governance diartikan sebagai the way state powsr
s used In managing economic and soclal resources for development soclety.
Pengertian ini menggambarkan bahwa governance adalah cara kekuasaan negara
digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan
masyarakat., Cara ini lebih menunjukkan pada halkhal yang bersifat teknis.

Sejalan dengan pendapat World Bank tersebut, UNDP mengemukakan
devinisi governance sebagai the exercise of political, economic and administrative
authority to manage a nation’s affair at afl levels. Kata governance berarti
penggunaan atau pelaksanan, yaitu penggunaan kewenangan politik, ekonomi, dan
administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingka{an. Di
sini titik tekannya pada kewenangan, kekuasaan vang sah atau kekuasaan yang
memiliki legitimasi.

Berdasarkan pengertian tersebut, World Bank lebih menekankan pada cara
pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan
pembangunan masyarakat, sedangkan UNDPP lebih igenekankan pada aspek
politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Political Governance.
mengacu pada proses pembuatan kebijakan, Economic Governance mengacu pada
proses pembuatan kepuiusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah
pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan. kualitas hidup. Adapun
administrative governance mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Good govemance merupakan imbas dari adanya berbagai desakan agar

. dilakukannya kontrof atau pengawasan terhadap pemeriniah yang berkaitan dengan :

1. Proses pemilhan pemerintah yang harus jujur dan transparan. Karena sebagai
pemerintah, nantinya akan dituntut untuk selalu melakukan prinsip-prinsip
akuntabilitas yang dipersyaratkan. Sehingga dalam pemilihan dalam ranah
pemerintahan pun harus terbuka kepada publik agar masyarakat dapat memiliki
kepercayaan terhadap pemerintah. ’

2. Kemampuan dan kapasitas pemerintah dalam mengelola berbagai sumber daya
secara efektif, efisien. Pemerintah harus merumuskan segala kebijakan yang
sesuai déngan kebutuhan publik. Kebijakan dan peraturan tersebut harus
menjamin adanya prinsip netral dan tidak berpihak kepada pihak tertentu. Untuk

itu kompetensi sumber daya manusia dalam pemerintahan harus diternpatkan
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sesuai dengan keahlian dan kemampuanyya berdasarkan pada pengalaman dan
pendidikannya.

3. Kemampuan pemerintah dalam menjamin adanya interaksi dalam berbagai
sekior, seperti sekior ekonomi, sosial, keamanan, hukum dan sekfor lainnya
kepada berbagai pihak yang memerukan informasi tersebut sesuai dengan
prinsip akuntabel, transfaransi, keterbukaan dan demokratis

Good govemance dapat terselenggara dengan baik jika adanya suatu
keharmonisan dan sinergitas antara pemeriniah, masyarakat dan pihak swasta.
Dengan adanya suatu sinergitas dianfara keduanya maka berbagai peran yang
dijalankan oleh setiap pihak dapat terselenggara dengan baik. Kargna urusan
masing-masing sefiap pihak mayoritas selalu terhubung. Misalnya pemefintah
membutuhkan kepercayaan dan dukungan rakyat untuk menjalankan berbagai
kebijakannya. Kebijakan pemerintah pun ferkadang selalu membutuhkan pihak
swasta dalam mengelolanya, misalkan bantuan dan ketjasama dalam menjalankan
badan usahd yang dimiliki oleh pemerintah. N

Maka dapat dikatakan bahwa Good governance tidak dapat berdiri sendir,
karena Good Qo_vemance membutuhkan kerjasama antara pihak- pihak yang terkait di
dalamnya. Maka dari itu Good govemance perlu memiliki karakteristik tertentu yang
dapat memperkuat hubungan antara masyarakat, pemerintah dan swasia,
diantaranya :

1. Parlisipasi setiap masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya dalam proses
pembuatan keputusan kebijakan, baik fu secara langsung ataupun secara tidak
langsung, seperti disampaikan didalam media elektronik atau melalul suatu
institusi yang dapat mewakilkan suara masyarakat. Maka masyarakat dituntut
untuk aktif dalam partisipasi dalam kehidupan politik negara agar suara rakyat
dapat tefjamin.

2. Kepastian hukum dalam suatu kerangka hukum harus adil dan tidak memihak
satu pihak pun. Semua yang ada di depan hukum baik itu masyarakat biasa,
pihak swasta ataupun pejabat pemerintah harus sama di depan hukum tanpa
memandang perbedaan.

3. Adanya fransparansi yang dibangun atas dasar prinsip keterbukaan dan
kebebasan informasi publik. Masyarakat dan pihak swasta yang ingin
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mendapatkan suatu informasi publik harus dimudahkan dalam mengaksesnya.
Tidak ada kata “rahasia”, kecuali itu memang informasi rahasia yang memang
dirahasiakan oleh Badan Intelejen Negara (BIN).

Good governance di Indonesia sendiri lahir ketika memasuki era reformasi.

Ketika masa reformasi semua hal yang berhubungan dengan sistem pemerintahan

diperbaharui, karena adanya tuntutan dalam proses demckrasi yang merupakan

salah satu pilar dalam Good govemance. Upaya yang dilakukan cleh pemerintah
dalam menegakkan Good govemnance diantaranya adanya upaya transfaransi
informasi publik megenai APBN, APBD ataupun laporan kinerja pemerintahan yang

dipublikasi di berbagai media elektronik. ,

Memang dalam menerapkan Good governance tidak mudah seperti secara
instant dapat dilakukan. Dalam menerapkannya perlu sebuah tahapan yang disusun
secara sistematis sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat, pihak swasta
dan pihak lainnya. Untuk menerapkan Good governance di indonesia salah satunya
dengan adanya pembaharuan dari pela'yafnan publik. b ‘

' Pelayanan publik merupakan hal yang sangat penﬁng dalarh menggerakkan -
semua unsur yang terkandung dalam Good govemance. Ada 3 alasan mengapa
pelayanan publik penting bagi terciptanya Good governance, diantarahya :

1. Dengan adanya perbaikan kinerja dalam pelayanan publik merupakan hal yang
sangat penting bagi keliga pihak yang yang terkait dalam Good governance
seperti pemerintah, masyarakat dan pihak swasia. Karena pelayanan publik
membutuhkan ketiganya unfuk menjalankannyz.

2. Dalam pelayanan publik ketiga pihak yang terkait dalam Geod governance
melakukan komunikasi dan interaksi secara intens.

3. Dalam pelayanan pubiik, berbagai nilai yang terkandung dalam Good governance
dapat diterjemahkan dengan mudah dan lebih nyata, ‘ v

4. Pelayanan publik merupakan saleh satu indikator berhasilnya Good
governance.

Keterkaitan antara Good governance dengan pelayanan publik sangat erat.
Misalnya ketika pelayanan publik memiliki berbagai permasalahah seperti pelayanan
yang lama, ketidakpastian wakiu, harga yang mahal, bertele-telenya prosedur
pelélyanah dan masalah-masalah lainnya dapat menyebabkan Kepercayaan
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berkeianjutan, kedamaian dan keadilann, dan kesempatan merata untuk semua
sektor dalam masyarakat madani.

5. 8aling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, kekuatan pasar dan
masyarakat madani,

Lima karakleristik di atas menceminkan tefjadinya proses pengambilan
keputusanb yang melibatkan stakeholders, dengan menerapkan prinsip Good
governance, yaitu : partisipasi, transparansi, berorientasi kesepakatan, kesetaraan,
efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi misi. f

Prinsip kepemerintahan yang baik dasarmya mengambil nilai yang bersifat
obyekiif dan rasiona, ‘bifa diterapkan dengan baik, menjadi tolak ukurfindikator dan
cirilkarakteristik kepemerintahan yang baik.

Tuntutan penyelenggaraan yang balk terutama ditujukan pada pembaharuan
administrasi negara dan pembaharuan penegakan hukum. Lembaga Administras
Negara, dalam buku SANRI : "Prinsip Penyelenggaraan Negara" (2003)
menggarisbdawahi : “kredibilitas manajemen pemggin_tahan pada negara deokratis
konstitusional di masa mendatang akan lebih béi?iyéi( ditentukan kompetensinya
dalam pengélolaan kebijakan publik”. Oleh karena itu, upaya perwujudan
kepemeriniahan yang bak dapat dimulai dengan membangun landasan
demokratisasi  penyeleggaraan hegara dan dilakukan upaya pembenahan
manajemen pemerintahan (Manan, 1999).

Wujud Good governance penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid,
bertanggungjawab, efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi yang
konstruktif di antara domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Oleh karena
Good governance meliputi sistem adminisrasi negara, maka upaya mewujudkan
Good governance juga merupakan upaya melakukaan penyempurnaan sistem
administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.'

* Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah prinsip/asa Good governance menurut
peraturan perundang-undangan, beberapa lembaga dan pakar (berdasarkan urutan
wakiu) :
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Tabel 4.1
Prinsip Good governance Menurut Bhatta, Gambir, Tahun 1996,

No. Prinsip

Akuntabilitas (Accountabillty)

Transparansi (Transparancy)

Keterbukaan {Opennes)

Kepastian Hukum (Rule of Law)

Manajemen Kompetensi (Management of Competency)

A I o s e

Hak Asasi Manusia (Human Right)

Tabel 4.2
Prinsip Good governance Menurut UNDP
{United Nation Development Programme), Tahun 1997

No. Prinsip

1. | Partisipasi

2. | Kepastian Hukum K
3. | Transparansi \

4. | Tanggung jawab

5. | Berorientasi pada Kesepakatan

6. | Keadilan

7. | Efektivitas dan Efisiensi

8. | Akuntabilitas
‘9. | Visi Strategik

Tabel 4.3
Prinsip Good governance Menurut Mustopadidiaja, Tahun 1897.

No. Prinsip

1. | Demokrasi dan Pemberdayaan

2. | Pelayanan

3. | Transparannsi dan Akuntabilitas

4. | Partisipasi

5. | Kemitraan

6. | Desentralisasi

7. | Konsistensi Kebijakan dan Keooastian Hukum
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2)
3)
4)
5)
6)

Memberikan solusifcara terbaik.

Membuat pelanggan merasa diperhatikan.

Keselarasan yang dikatakan dengan yang dilakukan.

Mengenal siapa pelanggan anda.

Hentikan frase “ya...tapi” tetapi responiah dengan frase “ya...dan...”
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BAB V
PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH

A. Hambatan Birokrasi

Setiap pemerintahan dibentuk untuk melayani masyarakat, karena pada
hakekatnya tugas utama pemerintahan adalah untuk melayani masyarakat. Kendala
apapun yang dihadapi, suatu pemerintahan tetap diarahkan untuk melayani dan
melindungi masyarakatnya. Dalam konteks ini penyelenggaraan pelayanan publik
merupakan upaya negara untuk memenuhi kebuiuhan dasar dan hak-hak sipil setiap
warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya
demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat
ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan pubtik.u Penyelenggara
pelayanan publik di Indonesia adalah semua organ negara?ééperti Perﬁerintah Pusat,
Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten; Kota).

Pada masa lalu masyarakat tidak mempersoalkan bagaimana pelayanan
publik yang diterimanya, namun seiring dengan perkembangan peradaban manusia,
maka masyarakat tidak saja menuntut tersedianya Iayanah publik itu sendiri, tetapi
bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan Pemerintah. ‘ ‘

Dalam kontkes inilah, maka sejak digulirkannya reformasi péda tahun 1998,
masyarakat senantiasa menyuarakan peningkatan kualitas pelayanan dari
pemerintah pada semua tingka{an, termasuk Pemerintah Daerah. Karena itulah,.
untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka sejak tahun
1999 dikeluarkan kebijakan Otonomi Daerah melalui Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan saat ini dengan .Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 yang memberikan kewenangan yang besar kepada Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan urusan Pemerintahan, termasuk dalam membeﬁkan pelayanan
kepada masyarakat. Otonomi daerah dimaksudkan untuk mendekatkan masyarakat
dengan Pemerintah, sehingga masyarakat akan lebih mudah dan lebih cepat dalam
mempercleh pelayanan publik dari Pemetintahinya.
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Karena itulah dalam rangka otonomi daerah, maka sangat dibutubkan
:peningkaﬂ(an kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta memberi
petlindungan bagi warga negara dari penyalahgunaan wewenang (abuse of power)
dalam penyelenggaraan pelayanan publk. Disisi lain, secara konstitusional
merupakan kewajiban negara untuk melayani warga negaranya guna memenuhi
kebutuhan dasar dalam rangka pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undéng Pelayanan Publik (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Pubiik), Dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang prinsip-
prinsip Pemerintahan vyang baik vyang merupakan efekt'rvités fungsi-fungsi
pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan cleh pemerintahan atau
korporasi yang efekiif dapat memperkuat demockrasi dan hak asasi manusia,
mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan,
meningkatkan perlindungan lingkungan, dan meningkatkaﬁ kepercayaan masyarakat
pada pemerintahan.

Untyk itu, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk
untuk memenuhi hak dan kebufuhan dasarnya deﬁam kerangka pelayanan publik.
Dalam konteks ini diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas,
sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan
publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi
perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk agar tidak tetjadi diskriminasi
dalam pelayanan publik. '

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa masih banyak praktek kotor birokrasi,
seperti pungli, korupsi, kolusi, nepotisme, diskriminasi pelayanan, proseduralisme
dan berbagai macam kegiatan yang tidak efektif dan efisien masih mewarnai
pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah. Buruknya pelayanan publik di negeri ini
memang bukan hal baru. Sudah tidak asing kalau layanan publik di lndonésfa
dicitrakan sebagai salah satu sumber korupsi. Karena ifu, sangat
beralasan kalau World  Bank,  dalam World  Development Report 2013,
memberikan stigma bahwa layanan publik di Indonesia sulit diakses oleh orang
miskin, dan menjadi pemicu ekonomi biaya tinggi (high cost economy) yang pada
akhirnya membebani kinefja ekonomi makro, alias membebani publik (masyarakat).
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Ada tiga masalah penting yang banyak terfadi di lapangan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu perlama, besamya diskriminasi pelayanan.
Penyélenggaraan pelayanan masih amat dipengaruhi oleh hubungan Kekerabatan,
kesamaan afliasi politik, etnis, dan agama. Fenomena semacam ini tetap marak
walaupun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1898 tentang -
Penyelenggaraan Negara yang Bersih darl KKN yang secara tegas menyatakan
keharusan adanya kesamaan pelayanan, bukannya diskriminasl, Kedua, tidak
adsnya kepastian blaya dan wakiu pelayanan, Ketidakpastian ini sering menjad!
penyebab munculnya KKN_, sebab para pengguna jasa cenderung memilih menyogok
de'hgan biaya tinggi kepada penyelenggara pelayanan untuk mendapatkan kepastian
dan kuglitas pelayanan. Dan ketiga, rendahnya tingkat kepuasan masyarakal
terhadap pelayanan publik sebagal konsekuensi logis dari adanya diskriminasi
pelayanan dan ketidakpastian. ,

Hal ini didukung oleh hasil studi yang dilakukan LPEM-FEUI tahun 2010 yang
menyatakan bahwa masalah-masalah yang dihadapi perigusaha dalam melakukan
investasi di Indonesia yaitu persoalan bitokrasi, ketidakpastian biaya investasi yang
harus dikeluarkan, perubahan Peraturan Pemerintah Daerah yang tidak jelas serta
kondisi keamanan, sosial dan politik. Demikian halnya Ombudsman Republik
Indonesia sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik dalam laporan hasil
penelitian mengenai kepatuhan Kementerian dalam pelaksanaan Undang-tUndang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada tanggal 27 Juli 2013
mengatakan bahwa komitmen Instansi pemerintah unfuk memberikan keterbukaan
informasi pelayanan publik dinitai masih sangat rendah, mengingat baru 10 %
Instansi di Indonesia yang sudah menerapkan sistem informasi tersebut. ‘

Lebih lanjut Ketua Ombudsman mengatakan bahwa bidang perijinan
merupakan salah satu dimensi buruk dalam pelayanan publik. Pengusaha umumnya
dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti prosedur perizinan yang berbelit-
belit, persyaratan yang kampleks, tidak adanya batasan waktu yang jelas dalam
pemberian layanan, biaya mahal, dan tidak adanya standar pelayanan. Bahkan
Mantan Presiden Republik indonesia DR. Susiloc Bambang Yodhoyono pada saat
masih menjabat Presiden dalam berbagai kesempatan mengakui bahwa perijinan
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investasi di Indonesia berbelit-belit dan paling panjang dibandingkan dengan negara-

negara lain di dunia.

B. Konsep Kualitas Pelayanan

Goetsch dan Davis (1997 : 3) menyatakan bahwa “Quality is dynamic safe
associated with product, services, people, processes, and environment that meets or
exceeds expectations”, pengertian tersebut mengandung beberapa elemen seperti
1. Kualitas meliputi pemenuhan harapan pengguna layanan.

2. Kualitas diaplikasikan untuk produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan.
3. Kualitas merupakan sesuatu yang selalu berubah.

Dalam dunia bisnis khususnya yang bergerak di bidang jasa, kepuasan
pengguna layanan merupakan faktor yang dominan dan menentukan datam
mempertahankan maupun menumbuh kembangkan perusahaan.‘ Hal ini tergaﬁtung
dari tingkat kualitas pelayanan yang diberikan penjual kepada pembeli -atau
pengguna layanan. L _

Rendahnya kualitas pelayanan publik df"?ﬁddnes;ia sudah lama menjadi
keluhan mas;iarakat.’ Para pengusaha mengeluh mengenai rumitnya dan mahainya
harga pelayanén, sementara masyarakat sering mengalami kesulitan untuk
memperoleh akses terhadap pelayanan publik. Sedangkan pelayanan publik pada
hakikatnya dirancang dan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dengan membangun kinerja pelayanan publik yang baik, sesungguhnya pemerintah
bisa membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan memperluas
legitimasinya di mata pubiik. o

Kualitas pelayanan dapat diukur dari perspekiif pengguna layanan yaitu
dengan mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan dalam mendapatkan
pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan proses pelayanan dalam upa’yahya
memenuhi kebutuhan masyarakat. Tolak ukur finggi rendahnya kualitas pelayanan,
tergantung masyarakat, apakah telah sesuai dengan harapannya dan tercermin
dalam kepuasan masyarakat. ' ' ‘

Dalam konteks ini, konsep kualitas pelayanan dapat dipahami melalui perilaku
pengguna layanan, yaitu perilaku yang dimainkan oleh pengguna layanan dalam
mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi suatu produk maupun pelayanan
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yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Kualitas pelayanan atau
service quality (Servgual) lebih sulit untuk didefinisikan, dijabarkan dan diukur bila

" dibandingkan dengan kualitas barang.

Pada dasarnya, definisi kualitas pelayanan terfokus pada upaya pemenuhan
kebutuhan dan keinginan pengguna layanan serta ketepatan penyampaiannya untuk
mengimbangi harapan pengguna layanan. Menurut Heizer dan Render (1993 :734),
kualitas adalah derajat sejauh mana produk memenuhi spesifikasi — spesifikasinya.
Selanjutnya Zeitham! et al. (1980 :19) berpendapat bahwa dimensi yang
mempengaruhi kualitas pelayanan adalah layanan yang diharapkan (expected
service) dan layanan yang dipersepsikan (perceived service), sehingga implikasi baik
buruknya layanan tergantung pada kemampuan penyediaan layanan memenuhi
harapan pengguna layanannya secara konsisten.

Mengembangkan suatu system pelayanan yang baik terhadap pengguna
layanan dapat menghasilkan layanan yang berkualitas. Menurut Gerson (2002 :14-
16), ada 7 (tujuh) langkah dalam mengembangkan syéiem pelayanan yang baik
terhadap pengguna layanan, yaitu : ) '

1. Komitmen seluruh manajemen (Tofal Management Commitment) -

Program pelayanan terhadap pengguna layanan tidak akan sukses bila top
management tidak mempunyai komitmen terhadap konsep pelayanan. Program
pelayanan memerukan partisipasi dan komitmen dari pihak manajemen.
Manajemen harus mengembangkan visi yang jelas dan konsisten, kemudian
menyampaikan visi tersebut kepada karyawan.

- 2, Mengenal pengguna layanan (Get To Know Your Customer)

Perusahaan harus mengenal pengguna layanannya dengan baik, tidak
hanya mengenal secara dekat, melainkan mengerti pengguna layanan secara
keseluruhan, Perusahaan harus mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai
pengguna layanan, perusahaan yang diharapkan pengguna layanan, apa yang
menyebabkan pengguna layanan melakukan pembelian, dan apa yahg
memberikan kepuasan kepada pengguna layanan.
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BAB VI
KESENJANGAN (GAP) KUALITAS PELAYANAN

A. Konsep Dan Pengukurén

Kesenjangan pelayanan merupakan konsep yang urmum, namun menjadi
sangat menarik sebagai topik perdebatan dan eksplorasi makna dari kenyataan
empirik péda diskursus kajian manajemen. Mengacu pada hasil penelitian yang telah
dibukukan, Zeithaml etal. (1980 :36-45) yang secara khusus membahas
kesenjangan pelayanan pada sektor privat yang mana dapat juga dikaji dan
diaplikasikan pada sektor publik., Kualitas pelayanan itu sendiri dalam kaitannya
dengan konsep kepuasan pelanggan (Customer satisfaction).

Sebagai konsep dasar, kesenjangan secara umum dapat dimaknai sebagai
ketidaktercapaian, ketidaksebandingan, ketidakadilan. Konsep kesenjangan dalam
konteks ilmu administrasi negara sebagai domain fulisan ini adalah kesenjangan
kualitas pelé;'anan pada sektor publik yang secara:khusus mengambil contoh dan
terjadi pada layanan perizinan k pendirian suatu bang‘;u.nan usaha.

Parasuramén dkk. (1990 : 23) mengatakan bahwa ada 4 (empat) jurang
pemisah/kesenjangan yang menjadi kendala dalam pelayanan publik, yaitu sebagai
berikut :

1. Tidak tahu apa yang sebenarnya diharapkan masyarakat;

2. Pemberian ukuran yang salah dalam pelayanan masyarakat;
3. Penyampaian pelayanan yang salah dalam pelayanan publik;
4. Ketidak terpenuhan janji pelayanan.

Kesenjangan kualitas pelayanan publik dapat diketahui dengan cara
membandingkan persepsi para pelanggan (masyarakat) dengan kenyataan
pelayanan yang mereka terima, Apabila pelayanan dalam prakteknya yang diterima
masyarakat tidak sesuai dengan harapan atau keinginan mereka, maka dapat
dikatakan telah terjadi kesenjangan, .

Menurut Zeithaml, et al. (1990 :36-37) mengemukakan terdapat empat faktor
yang mempengaruhi harapan (kepuasan) si konsumen yakni : _
1. Word-of-mouth communication, yaitu apa yang didengar dari konsumen lain

melalui komunikasi dari mulut ke mulut, hal ini merupakan factor yang sangat
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potensial dalam mempengaruhi konsumen, konsumen akan memberikan saran
atau menginformasikan pada konsumen lain tfentang pelayanan yang
didapatkannya. |

2. Personal needs, yaitu kebutuhan individu yang sangat tergantung terhadap
karakteristik individu demikian juga terhadap situasi dan kondisi yang ada
sehingga setiap konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda terhadap
pelayanan yang dibutuhkannya,

3. Past Experience, yaitu pengalaman di masa lampau juga mempengaruhi
terhadap tingkatan harapan yang diinginkan konsumen. Apabila konsumen
terbiasa dengan mendapatkan pelayanan-petayanan yang memuaskan maka dia
akan mengharapkan pelayanan minimal seperti yang pernah dioterima bahkan
lebih berkualitas lagi. '

4. External communication from the service provider, yaitu komunikasi ekstemal
yang diberikan oleh pemberi layanan baik secara langsung maupun fidak
langsung, secara langsung melalui promosi, ikian JQn tampilan-tampilan lain
yang memberikan harapan akan pemenuhan kebutuhah konsumen.

Keempat fakior tersebut menumbuhkan harapan yang didambakan atau
diinginkan oleh konsumen ketika mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh
pemberi layanan. Apabila harapannya terlampaui, berarti jasa tersebut telah
memberikan suatu kualitas yang luar biasa dan juga akan menimbulkan kepuasan
yang sangat tinggi (very satisfy). Sebaliknya, apabila harapannya itu tidak tercapai,
maka diartikan kualitas jasa tersebut tidak memenuhi apa yang diinginkannya atau
penyedia jasa pelayanan tersebut gagal melayani konsumennya. Apabila
harapannya sama dengan apa yang dia percleh, berarti konsumen itu puas (safisfy).

Antara harapan (kepuasan) pelanggan dengan penyedia layanan {front liner)
bias terjadi kesenjangan (gap). Menurut Zeithami, et al (1990 :37) terdapat 4
(empat) gap yang merupakan penyebab kegagalan dalam penyampaian jasa, yaitu :

Gap 1 : Customers Expectations — Management Perceptions Gap '

Gap 2 : Management's Perceptions-Service Quality Specification Gap

Gap 3 : Service Quality Specifications — Service Delivery Gap

Gap 4 : Service Delivery — External Communications Gap
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* Gap 1: Customers Expectations —~ Management Perceptions Gap

Ini merupakan gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen.

Pada kenyataannya, pihak manajemen suatu perusahaan tidak selaly dapat -

merasakan atau memahami apa yang diinginkan para konsumen secara tepat.
Akibatnya, manajemen fidak mengetahui bagaimana suatu jasa seharusnya didesain
dan jasajasa pendukung/ sekunder apa saja yang diinginkan koensumen.
Kesenjangan antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen, sebagaimana
terlihat pada gambar berikut : |
Gambar 6.1
Kesenjangan antara harapan Pelanggan dan Persepsi Manajemen

Customers Expectations
{Expected Service)

Gap 1

Management Pérceptions
of Cusiomer Expeclations

Sumber : Zeithaml, et.al. (1990 :39) ‘
Kesenjangan di atas dapat terjadi karena manajemen salah menafsirkan
harapan pelanggan. Contohnya, kebanyakan pengelola catering mengira para
konsumen lebih mengutamakan ketepatan waktu pengantaran makanannya, padahal

para konsumen tersebut mungkin lebih memperhatikan variasi menu yang disajikan.

e Gap 2: Management’s Perceptions-Service Quality Specification Gap

Gap antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen {pelanggan)
dan spesifikasi kualitas jasa. Kesenjangan ini terjadi akibat darl kesalahan
menterjemahkan persepsi manajemen yang tfepat atas harapan public ke dalam
bentuk tolok ukur spesifikasi kualitas. Kesenjangan antara persepsi manajemen
terhadap harapan kansumen, dan spesifikas! kualitas jasa sebagaimana terlihat pada

gambar betlkut :
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Gambar 6.2
Kesenjangan antara persepsi Manajemen terhadap harapan Konsumen, dan
Spesifikasi Kualitas Jasa

Service Quality
Specification

Gap 2

Management Perceptions
of Customer Expectations

Sumber : Zeithami, et.al. {1990 :41) _

Kadang kala manajemen mampu memahami secara tepat apa vang
diinginkan oleh pelanggan, tetapi mereka tidak menyusun suatu standar kinerja
tertenty secara jelas. Hal ini bias dikarenakan tidak adanya komitmen total
manajemen ternadap kualitas jasa, kekurangan sumber “'d(aya atau karena adanya
kelebihan permintaan. Sebagai contoh, manajemen suatu bank meminta para
stafnya agar memberikan pelayanan secara “cepat” tanpa menentukan standar atau

ukuran wakitu pefayanan yang dapat dikategorikan cépat.

» Gap 3: Service Quality Specifications — Service Delivery Gap

Gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa., Kesenjangan
antara spesifikasi kualitas jasa dan pemberi pelayanan kepada pelanggan.
Kesenjangan ini lebih diakibatkan oleh ketidakmampuan sumber daya manusia untuk
memenuhi standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Penyebab utamanya
adalah pegawai bekerja melebihi kapasitasnya.

Kesenjangan antara spesifikasl kualitas Jasa dan penyampalan |jasa
sebagaimana terlthat pada gambar berlkut :
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Gambar 6.3
Kesenjangan antara Service Qually Specification

Service Delivery

Gap 3

Service Quality
Specification

L 4

Sumber : Zeithami, at.al. (1890 :42)

Ada beberapa penyabab terjadinya gep ini, misainya pegawai kurang terlatih
(belum menguasal tugasnya), beban kerja melampaul batas, tidak dapat memenuhi
standar kinerja, atau bahkan tidak mampu memenuhi standar-standar yang kadang
kala saling bertentangan satu sama lain, misalhya para jury rawat diharuskan
meluangkan, waktunya untuk mendengarkan keluhan atau masalah pasien, tetapi di
sisi lain mereka juga harus melayani para pasien ééﬁgéh cepat.

+ Gap 4: Service Delivery — External Communications Gap

Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Kesenjangan antara

pemberian pelayanan kepada pelanggan dan komunikasi ekstemal. Kesenjangan ini
tercipta karena organisasi ternyata tidak mampu memenuhi janji§anjinya yang telah
dikormunikasikan kepada pihak eksternal. ,
Kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal
sebagaimana terlihat pada gambar berikut :
Gambar 6.4

Kesenjangan antara Penyampaian Jasa dan Komuhikasi Eksternal

Service Quality

Setvice Delivery Specification

F
»
)

Gap 4

Sumber : Zeithaml, et.al. {1990 :44)
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Seringkali harapan para konsumen dipengaruhi oleh pegawai dan pernyataan
atau janji yang dibuat oleh perusahaan, Risiko yang dihadapi perusahaan adalah
apebila janji yang diberikan ternyata tidak dipenuhi. Misalnya, brosur suatu lembaga
pendidikan menyatakan bahwa lembaganya merupakan yang terbaik, mermiliki
sarana kuliah, sarana praktikum serta koleksi perpustakaan yang lengkap, dan staf
pengajamya professional. Akan tetapi, saat konsumen dating dan merasakan bahwa
fasilitas praktikum dan perpustakaannya biasa-biasa saja (hanya memiliki beberapa
ruang kuliah, jumiah computer relative sedikit, judul dan eksemplar buku terbatas),
maka sebenarnya komunikasi ekstemal yang ditakukan lembaga pendidikan tersebut
telah mendistorsi harapan konsutmen dan menyebabkan, tetjadinya persepsi
negative terhadap kualitas lembaga tersebut.

Menurut Zeithaml ef al (1990; 36-45), 4 (empat) kesenjangan yang
menyebabkan tidak berhasilnya penyampaian layanan, dapat difihat dari ;

1} Kesenjangan .1, merupakan kesenjangan yang terjadi antara harapan
masyarakat dengan persepsi manajemen. Factor—fé-lstor yang ‘mempengaruhi
munculnya kesenjangan pertama ini adalah : ‘ ‘

a)} Kurangnya dilakukan survey terhadap kebutuhan pasar (tmarketing research
orieniation) atau pun tidak dipergunakan hasil penelitian secara-tepat serta
kurang terjadinya interaksi antara pengguna layanan dan manajemen yang
merupakan kunci utama bagi pemahaman akan kebutuhan pengguna

~ layanan. )

b) Kurangnya komunikasi antara pihak manajemen dengan petugas pelayanan
{customer contact personal), yang mengakibatkan keséiahan pihak -
manajemen dalam menentukan kebijakan dengan pengguna layanan,

c) Teralu banyaknya jenjang antara petugas layanan dengan pihak
manajemen, Hal ini akan mengakibatkan informasi dari petugas pelayanan
akan lebih lama diterima pihak manajemen, atau bahkan informasi sudah
tidak sesuai dengan kondisi sebenamya sebagai akibat dari teralu
banyaknya jenjang yang harus dilalui. Misalnya, pimpinan berpikir bahwa
waktu persetujuan suatu dokumen paling telat adalah 2 hari sedangkan
masyarakat berharap tidak lebih dari 24 jam.
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2)

3)

Kesenjangan 2, merupakan kesenjangan yang terjadi antara apa yang dipikirkan

oleh pimpinan instansi terhadap harapan publik dengan spesifikasi dari kualitas

pelayanan yang diberikan.
kesenjangan ini adalah :

a) Komitmen manajemen yang kurang memadai bagi terwujudnya kualitas
pelayanan merupakan garansi bagi terjadinya kesenjangan yang lebar
dalam kesenjangan 2. Komitmen manajemen terhadap service quality (SQ)
berarii menyediakan layanan dimana pengguna layanan merasakan
tingginya kualitas yang diterima.

b) Persepsi yang tidak layak. Kesenjangan 2 dipengaruhi secara kuat oleh
sejauh mana para manajer merasakan pelayanan yang diberikan dapat
diterima oleh para pengguna layanan. Apabila harapan pengguna layanan
tidak dapat dirasakan oleh para manajer, pada akhimya sesuatu yang telah
diupayakan oleh pemberi layanan masih belum mampu memuaskan

N

pengguna layanannya, e n
¢) Standarisasi tugas yang tidak mencukli;il';“ -}aitu'anggapan para manajer

bahm;ra. pelayanan teralu abstrak untuk diukur yang membuat tidak adanya

pengukuran maupun umpan balik dari sebuah tindakan pelayanan.

d) Tidak adanya setting tujuan. Pada umumnya organisasi penyedia layanan
menyusun tujuan organisasi itu sendiri, bukan pada kepentingan masyérakat
penggunanya. Dalam hal ini apakah pimpinan lembaga terkait telah memitiki
sebuah standar dalam pelayanan, jika sudah apakah standar-standar
tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Kesenjangan 3 terjadi kualitas pelayanan dengan

penyampaian pelayanan (service defivery). Factor-fakior yang mempengaruhi

antara spesifikasi

timbﬁlnya masalah ini :

a) .Adanyé keraguan pegawai untuk memuaskan harapan pimpinan, pegawai
tidak yakin bagaimana mereka.dapat memenuhi dan memuaskan apa yang
menjadi harapan pimpinannya dikarenakan mereka tidak memiliki

keterampilan yang cukup serta tidak mendapatkan pelatihan yang berkaitan

dengan hal tersebut.

08

Faktor-faktor yang mempengatuhi timbulnya -
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b) Munculnya role conflict dalam diri pegawai. Permasalahan ini timbul
disebabkan adanya keraguan diantara pegawai untuk memenuhi apa yang
menjadi harapan pengguna layanan dan apa yang menjadi harapan
organisasi dari setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Selain itu beban
pekerjaan yang terlalu besar juga dapat menimbulkan permasalahan ini.

¢) Ketidaksesuaian penempatah ‘pegawai dan ketidaksesuaian teknolegi yang
digunakan dalam mendukung‘ pelayanan,

d) Tidak adanya system evaluasi dan penghargéan dalam instansi.

e) Persepsi pegawai terhadap fleksibilitas tindakan “dalam . memberikan

akibat

permasalahan yang muncul dalam proses pemberian pelayanan yang

pelayanan, ketidlakmampuan pegawai dalam menyelesaikan
disebabkan wewenang yang tidak mereka miliki,

f) Tidak a_clanya kerjasama antara pegawai dan pimpinan organisasi dalam
memberikan pelayanan dengan apa yang tertuang spesifikasi standar
pelayanan yang ada. L

Kesenjangan 4 merupakan persoalan komunikast yang terjadi tatkala janji

pemerintah kepada masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diberikan. Factor-

fakior yang berpengaruh terhadap timbulnya kesenjangan ini adalah tidak
adanya komunikasi horizontal dalam organisasi pelayanan. Kurang adanya
komunikasi ini dapat berakibat pelayanan yang diberikan tidak berjalan dengan
lancar. Beberapa pengalaman menyebutkan bahwa penyebab dari muncuinya
kesenjangan keempat ini disebabkan oleh persoalan koordinasi internal

organisasi itu sendiri. Di samping itu, pemenuhan janji pelayanan juga sangat

-~ mempengaruhi terjadinya kesenjangan ke 4 ini.

Keempat kesenjangan inilah yang dijadikan pisau analisis oleh Peneliti dalam

memahami Kesenjangan kualitas pelayanan [jin Gangguan pada Kantor pelayanan

Perijfinan Terpadu Kabupaten Minahasa, dimana Konsep dari Zeithami ini menurut -

peneliti dapat juga dikembangkan di sektor publik.

Kaitan antara dimensi pengukuran kualitas pelayanan dengan adanya gap

dalam praktek pemberian layanan dikonseptualisasikan oleh Zeithaml, eial, (1990 |

29} melalui suatu kerangka konseptual model kualitas pelayanan sebagaimana

terlihat dalam gambar 6.5.
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menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Adapun indikator-indikator etika
pelayanan ini bisa diukur dengan melihat pola perilaku, seperti sopan santun dan
komitmen aparatur penyelenggara layanan,
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BAB VIi
KUALITAS PELAYANAN

A. Konsep dan Pengul{uran

Kualitas pelayanan merupakan konsep yang sangat abstrak namun paling
diminati dan menjadi topik yang menimbulkan perdebatan dalam ,berbagai literatur
mulal dari manajemen, hukum, politik méupun administrasi negara. literatur dalam
iimu manajemen misainya membahas kualitas pelayanan dalam kaitannya dengan
konsep kepuasan pelanggan (customer satisfaction). sementara itu dalam ilmu
hukum konsep pelayanan dijadikan referensi dalam mengatur kewajiban negara
kepada warganya melalui rangkaian regulasi yang mewajibkan negara ‘melindungi
dan melayani warganya. Demikian juga dalam ilmu politik, konsep pelayanan telah
bergeser dari sebatas kebaikan negara menjadi hak konstitusidnal warga yahg periu
dijadikan basis legitimasi. Khusus dalam Iapéngan iimu agminiétrasi .negarar konsep
pelayanan menjadi paradigma baru dalam merubah v{fatak pemerint_ahan atau
lembaga birokrasinya dari yang sangat “ekskiusif" sebagal pelayananlbagt _\ﬁanguasa
menjed! “nklus!™ melayan! segenap warga. } ‘

Tingginya minat dalam melakukan kejian terhadap kualitas palayanan bahkan
memunculkan berbagai konsep baru. Konsep-konsep baru terssbut antara iain,
kinerja pelayanan, standar pelayanan, standér pelayanan minimal maupun audit
kinerja pelayanan. Semua konsép baru tersebut mengindikasikan bahwa kualitas
pelayanan memang menjadi perhatian serius berbagai kalangan.

Pada sektor privat ‘-dikenal ungkapan “konsumen adalah raja”. Suatu
ungkapan yang sangat familiar di telinga dan pikiran semua orang. di dunia
pemasaran ungkapan' tersebut menjadi suatu keharusan diterapkan bagi pelaku
bisnis. Pada sekior publk, implkasi kualitas pelayanan sesuai dengan perspekiif
pelanggan telah lama didengungkan.' Walau pada prinsipnya pe_iayénan publik
berbeda dengan pelayanan pada sektor privat, namun demikian térdapat persamaan
di antara keduanya yaitu : -

a) Keduanya berusaha memenuhi harapan pelanggan dan mendapatkan
kepercayaannya; ‘ ‘
b) Kepercayaan pelanggan adalah jaminan atas kelangsungan hidup organisasi,
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Penerapan sistem kualitas yang berbasis pada pelanggan dapat berhasil

guna apabila kita memahami lebih awal hambatan-hambatan yang dihadapi. Salah
satu hambatan yang selama ini ditemukan adalah kurang tanggapnya aparatur

pemerintahan dalam menerapkan sistem kualitas yang berfokus pada pelanggan.
Agar sistem pelayanan yang berkualitas dan berfokus pada pelanggan, periu

diperhatikan apa yang menjadi tujuan dari sistem pelayanan tersebut. Dalam konteks

flu, Gasperz (1897 :2) berpendapat bahwa beberapa dimensi yang perlu menjadi

perhatiah dalam perbaikan sistem pelayanan yang berbasiskan pelanggan :

1) Ketepatan waktu pelayanan. Hal yang periu diperhatikan berkaitan dengan
waktu tunggu dan waktu proses.

2} Akurasi pelayanan. Berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas dari
kesalahan-kesalahan.

3) Kesopanan dan keramahtambahan dalam memberikan.‘peiayanan. ini terutama
bagi mereka yang berinteraksi langsung dengan pelanggan eksternal.

4) Tanggung jawab. Berkaitan dengan penerimaan.. pesanan dan penanganan

w0

“keluhan dari pelanggan eksternal.
5) Kelengkapan. menyangkut lingkup pelayanan dan ketersediaan sarana
pendukung serta pelayanan komplementer lainnya, _
6) Kemudahan mendapatkan pelayanan. Berkaitan dengan banyaknya outlet,
banyaknya petugas yang melayani,
7) Variasi model pelayanan. Berkaitan dengan inovasi untuk memberikan pola-pola
baru dalam pelayanan, features dari pelayanan dan lain-lain.
8) Layanan pribadi. Berkaitan dengan fleksibilitas, penanganan permintaan khﬁsus,
.dan lain-lain. ' |
9} Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan. Berkaitan dengan lokasi, ruang dan
tempat pelayanan, kemudahan menjangkau, tempat parkir ken&araan,
ketersediaan informasi, petunjuk dan bentuk-bentuk lain.
10) Atribut pendukung pelayanan lainnya. Ini berkaitan dengan lingkungan,
kebersihan, ruang tunggu, fasilitas musik dan lain-iain.
Dengan memperhatikan ke sepuluh dimensi di atas, dlharapkan perbafkan
sistem pelayanan akan dapat berjalan dengan baik serta memberikan hasil yang
memuaskan bagi penerima pelayanan atau pelanggan atau masyarakat.
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Dalam konteks tersebut, Albrecht dan Zamke (1990 :42) berpendapat bahwa :
*Sistem pelfayanan publik yang baik akan menghasitkan kualitas pelayanan
publik yang baik pula. Suatu sistem yang baik akan memberikan prosedur
pelayanan yang terstandar dan memberikan mekanisme kontrol di dalam
dirinya (build in control) sehingga segala bentuk penyimpangan yang terjadi
akan mudah diketahui. Selain itu, sistem pelayanan juga harus sesuai dengan
keinginan pelanggan.”

Suatu sistem pelayanan yang baik, selain sebagai prasyarat bagi perwujudan
suatu pelayanan yang berkualitas tetapi juga menyediakan sejumlah prosedur
pelayanan terstandar, tata cara pelayanan, serta sistem pengawasan dari dalam
yang sempurna sehingga dapat menghindari kecacatah dalam pelayanan. Salah satu
bentuk sistem pelayanan yang erat berkaitan dengan peningkatan kualitas adalah
sebagaimana sistem pelayanan tersebut berfokus pada pelanggan. _

Sementara itu Saefullah (1990 ;10) merekomendasikan suatu pendekatan
pelayanan yaitu “Pgndekatan Kontekstual’, pendekatan dimana suatu pelayanan
yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seteqpat Saefullah, selanjutnya
menyarankan bahwa metade pelayanan berkuahtas terbalk ssbenarnya ditentukan
oleh sejauh mana ketepatan pelayanan yang dlbenkan dengan keadaan nyata pada
lingkungan masyarakat yang diberi pelayanan. lingkungan itu baik Jingkungan fisik
maupun lingkungan sosial yang mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Lebih
lanjut menurut Saefullah (1990 :13), pendekatan kontekstual itu ditempuh melalui
lima langkah yakni :

1) Melakukan pengamatan mendalam kepada masyarakat,

2) Menganalisa data dan informasi untuk pemahaman masyarakat,

3) Merencanakan tenaga dan sarana yang tepat secara sistematis, .

4) Melaksanakan pemberian pelayanan dengan fokus menghilangkan jarak
antara aparat pelayanan dengan masyarakat yang dilayani, menghindarkan
perilaku negatif aparat, mengintegrasikan diri aparat pelayan dengan
suasana kehidupan masyarakat yang dilayani, menghormati perbedaan
yang ada, menghargai individu yang dilayani, mendengarkan keluhan dan
pertanyaan masyarakat serta langkah terakhir,

5) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan untuk. perencanaan
dan pemberian pelayanan yang lebih berkualitas di masa datang.
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Jike berbagal strategl perbalken mansjemen kuslitas pelayanan di atas
dilaksanakan- secara sungguh-sungguh, terintegrasi dan komprehensif, Didukung

dengan komitmen elit birokrasi untuk menciptakan birckrasi beroriantasi servqual, -

maka output proses pelayanan berkualitas akan tercapal dan outcome proses
pelayanan menciptakan kepuasan masyarakat yang dilayani akan tercapai pula.
Dengan demikian, dapat diharapkan terjadinya perubahan mendasar dalam sekior
kualitas pelayanan publik sehingga keberadaan pemerintah tidak lagi sebagai
sumber masalah tetapi justru sebagai pemecah berbagai masalah yang terjadi dalam
masyarakat maupun masafah yang terjadi ketika proses interaksi pelayanan itu
sendirl. Artinya bahwa jika faktor sumber daya aparatur, dukungan infrastruktur dan
manajemen pelayanan yang berkualitas benar-benar diterapkan maka pelayanan
berkualitas akan menjadi nyata dan memberikan kepuasan pada masyarakat.

Zeithaml, etal. (1980 :72) mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan
adalah persepsi pelanggan atas suatu layanan yang dialaminya. Tanpa bermaksud
untuk mengabaikan sistem dan berbagai faktor lain. yang mempengaruhi kualitas
pelayanan umum, fakior manusia dan _organiéégi‘ eﬁianggap sangat menentukan
dalam menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Sumber daya manusia merupakan
faldor yang menentukan arah dan proses pelayanan, Oleh sebab itu, kualitas suatu
pelayanan tentu tergantung pada kondisi sumber daya manusia tersebut. Semakin
berkualitas sumber daya manusia dalam organisasi penyelenggara pelayanan, maka
dengan sendirinya kualitas pelayananpun semakin tinggi. Namun sebaliknya,
betapapun lengkapnya fasilitas suatu konsep pelayanan publik, apabila prosedur dan
teknis pelayanan tersebut tidak ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yéng
memadai atau profesional, maaf fasilitas pelayanan itu tidak berfungsi maksimai; Hai
ini dapat diariikan sebagai suatu konsep pemahaman tentang kualitas sumber daya
manusia yang dinilai dari perspektif individual. '

Sementara itu, organisasi sebagai suatu himpunan orang-orang yang
melakukan kefja sama tertentu, sudah pasti mempunyai cara—caré tertentu untuk
memproses kefja sama tersebut. Artinya kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan
oleh kualitas individuél. tetapi ditentukan juga oleh kualitas sosial yang terjalin dalam
proses interaksi antar individu yang melakukan kerja sama pelayanan tersebut.
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Dalam konteks ini, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu metode
pendekatan organisasi uniuk meningkatkan kualités pelayanan.

Dengan perkataan lain, .di lingkungan birokrasi pemerintahan yang
menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik, manajemen kepegawaian yang
profesional menjadi suatu kebutuhan dan persyaratan untuk mewujudkan sistem
pelayanan publk yang prima. pelayanan publik yang prima menjadi salah satu
indikator dalam menilik kinerja birokrasi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun
di daerah. Dalam konteks inilah kajian mengenai kualitas pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah menjadi keniscayaan. '

Selanjutnya, ukuran “kepuasan masyarakat sebagal konsumen produk
pelayanan jasa publik menurut Lovelock (1994 :76), dilukiskan dalam the flower of
service yang meliputi information, consultation, undertaking, hospitality, caretaking,
exceptions, billing and payment. Dalam konsep the flower of service itu, Lovelock
{1994 :47), melakukan delapan titik rawan pelayanan dengan kelopak bunga yang
disebut dengan the eight petals on the flover of servi&e. Rahayu (2000 :12-14),
menjelaskan ke delapan suplemen pelayanan jasa publik dimaksud sebagai berikut :

1) Information. Pelayanan berkualitas dimulai dari informasi produk jasa yang
dibutuhkan pelanggan. Penyediaan saluran informasi yang cepat dan tepat
langsung memberikan kemudahan pelanggan memenuhi kebutuhannya;

2) Consufiation. Setelah informasi diperoleh, di lakukan konsultasi teknis,
harga, prosedur dan kebijakan dengan aparat pelayanan. Untuk itu, harus
disiapkan wakiu, materi konsultasi, personil dan sarana lainhya secara tepat
dan lengkap;

3) Ordertaking. Artinya, setelah pelanggan mendapatkan = kepastian
pemenuhan kebutuhannya, pelayanan aplikasi dan administrasinya tidak
berbelit-belit, harus fleksibel, biaya murah, syarat ringan dan kemudahan
pelayanan lainnya; ” ‘

4) Hospitality, Diartikan sebagai sikap dan perilaku pelayanan yang sopan,
ramah, ruangan yang sehat dan indah, misalnya dengan penyediaan toilet
yang sehat dan bersih;

5) Caretaking. Berari kemampuan penyesuaian pelayanan terhadap
perbedaan background rakyat, misalnya, rakyat bermobil disediakan tempat
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parkir, yang tidak bisa menulis atau membaca disediakan cara aplikasi

lainnya;
6) Exception.

bertanggung jawab terhadap klaim rakyat aias produk yang tidak berkualitas

Dimaksudkan sebagai kemampuan
dan merugtkan, atas kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu dan
nmierugikan kelompok lainnya;

7) Billing. Diartikan sebagai administrasi pembayaran pelayanan jasa publik
yang memudahkan rakyat baik formulir, mekanisme pembayaran maupun
keakuratan peshitungan;

8) Paymeni. dimaksudkan sebagai fasilitas pembayaran berdasarkan
keinginan rakyat pelanggan baik berupa seif service payment, transfer bank,
credit card, debat langsung maupun tagihan langsung saat transaksi.
Kesemuanya itu harus memudahkan dan sesuai kemampuan daya beli
masyarakat.

Namun demikian masyarakat sebagai pela_nggah pada umumnya mampu
mengevaluasi Kepuasan mereka atas pelayaﬁé\n’;.ﬁlang diperoleh sungguh pun
mereka tidak- mengetahui bagaimana pelayanan itu dilakukan. Manakala pelayanan
fidak sesuai déngan harapan masyarakat.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah agar berfokus pada
kebutuhan/keinginan masyarakat sebagai pelayan antara lain dengan mendengarkan
inspirasi masyarakat atas pelayanan yang diterima, Osborne dan Geabler (2004
1177}, menyatakan sebagai berikut :

“There are differnt ways to listen the voice of cusfomer : customer stirveys,

customer follow-up, communily surveys, customer contact, customer cohtéct

report, customer councl, focus groups, customer interview, electronic mall,
customer setvice fraining, fest marketing, quality gquarantees, ombudsmen,
complaint tracking system, 800 members, suggestion boxes or form.”

Uniuk meningkatkan kualitas pelayanan vang diberikan kepada masyarakat/
pelanggan, dapat dilakukan dengan mendengarkan suara masyarakat/ pelanggan,
yaitu melalui survey pelanggan, tindak lanjut wawancara dengan pelanggan/
masyarakat tentang pelayanan yang diinginkan sampai kepada membuka kotak
saran unfuk menampung saran-saran yang diajukan masyarakat/ pelanggan. Ini
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semua menjadi masukan bagl pengambll keputusan/ pimplnan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat,

Osborne dan Plastrik (2004 :44) mengslompokkan strateg! dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan ke dalam lima sirategi dasar yang disebut sebagai
“Five 57 _

1} Menciptakan sebuah pemyataan tentang misi
2) Menggunakan cara chunking (memecah organisasi menjadi bagian atau
kelompok kecil- kecil) dan hiving (menyatukan beberapa tim atau unit

organisasi kecil) ' ,

3) Mengorganisasikan pelayanan berdasarkan misi ditimbang kekuasaan
.4) Menciptakan suatu budaya dalam misi
5) Mengijinkan membuat ataupun melakukan kesalahan dan kegagalan.

Berbagai perspekiif dalam melihat kualitas pelayanan publik di atas
memperlihatkan bahwa . indikator-indikator yang dipergunakan untuk menyusun
kualitas pelayanan publik termyata sangat bervariasi. Seﬁgra garis besar, berbagai

' parameter yang dipergunakan untuk ‘melhat kualitas pelayanan publik dapat

dikelompokkan menjadi dua pendekatan. Pendekatan pertama melihat kualitas
pelayanan publik dari perspektif pemberi layanan, dan pendekatan kedua melihat
kinerja pelayanan publik dari perspektif pengguna jasa. pembagian pendekatan atau
perspekiif dalam melihat kualitas pelayanan publik tersebut hendaknya tidak dilihat
secara diametrik, melainkan tetap dipahami sebagai suatu sudut pandang vyang
saling berinteraksi di antara keduanya. Hal tersebut disebabkan dalam melihat
persoalan  kualitas pelayanan publik, terdapat berbagai fakior yang
mempengaruhinya secara timbal balik, terutama pengaruh interaksi lingkungan yang
dapat mempengarvhi cara pandang birokrasi terhadap publik, demikian puia
sebaliknya.

Dalam konteks kinerja penyelenggara pelayanan publik di Indonesia,
pemerintah melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
(MENPAN) Nomor  63/Kep.M.PAN/7/2003

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, telah memberikan berbagai rambu-rambu

tentang  Pedoman  Umum

pemberian pelayanan, seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi,
keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses
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Negara adalgh orgariisasi yang dibentuk berdasarkan atas kesepakat rakyat,
warga negaranya (Winardi, 2003 :26) “Setiap organisasi berlandaskan sejumlah
manusia; tiada organisasi dapat eksis tanpa manusia®. (Sri Waluyeng, 2007 :11).
Organisasi adalah merupakan alat atau wadah dati sekelompok orang yang bekerja
sama dengan terkoordinasi dengan cara yang terstrukiur, untuk mencapai ttjjuan
tertentu. Selanjutnya (Malayu S.P. Hasibuan. 2008 : 23). “Organisasi hanya
merupakan alat dan Wadah tempat manajer melakukan adalah merupakan
organisasi publik tempat perkumpulan orang dalam negara yang telah bersepakat
dan berkomitmen dalam rangka untuk mencapai iujuan yang telah disepakati
bersama, untuk itu maka negara adalah organisasi pemerintah yang pafing tinggi.

Organisasi yang terbesar dimanapun sudah barang tentu organisasi publik
yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan riang lingkup Negara. Oleh
karena itu organisasi publik mempunyai “kewanahg‘;an yang abadi (terlegitimasi)
sehingga menipunyai kewajiban melindungi warganya, kebutuhannya” (Inu Kencana
Syafie, Djamaludin, Supardan 199 :53). Negara dalam arti pemerintah mempunyai
fungsi utamanya ialah memberi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang
dilakukan oleh pemerintah itu hendaknya ditafsirkan dalam arti yang seluas-luasnya,
sebab dalam kehidupan masyarakat itu seperti, seorang bayi yang masih dalam
kandungan ibunya, sudah memeriukan perawatan, yaitu pemeriksaan selama dalam
kandungan, yang secara teratur dilakukan perawatan dan sampai ia lahir dengan
selamat dalam sebuah rumah sakit atau rumah bersalin atau dirumah. Ketika bayi
tersebut lahir maka ia sudah berurusan dengan pelayanan pemerintah yaitu surat
akte kelahiran, dan hingga sampai dewasa bertambah banyak berurusan dengan
palayanan pemerintah sampai menikah dan sampai menginjak masa senja, yang
akhirnya kembali kepangkuan ibu pertiwi, iapun memeriukan pelayan yang tidak ada
habis-habisnya. Semua itu menjadi tanggung jawab dari pelayanan pemerintah, baik
langsung maupun tidak langsung.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan setidaknya ada tiga fungsi utama
yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya ialah
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mengatur masyarakat/ publik, memerintah, serta menyediakan fasilitas untuk
masyarakat/publik, serta memberi pelayanan kepada masyarakat. Hal yang
terpenting adalah sejauh mana pemerintah dapat mengelola fungsi-fungsi tersebut
agar dapat lebih ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat
yang membutuhkannya. Disamping itu, pemerintah juga dituntut untuk menerapkan
prinsip keadilan dalam menjalankan fungsi-fungsi tadi, yaitu mengandung pengertian
bahwa pelayanan pemerintah diberikan kepada masyarakat tidak boleh diberikan
secara diskriminatif, siapapun masyarakat yang minta dilayani harus dilayani tanpa
melihat dia itu siapa. Artinya pelayanan yang diberikan tanpa memandang status,
pangkat, golongan, keluarga, teman dekat, dengan maksud masyarakat dan semua
warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut,
sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam negara.

Meskipun pemerintah mempunyai fungsi-fungsi sebagaimana di atas, namun
tidak berarti bahwa pemerintah harus berperan sebagai monopolist dalam
pelaksanaan seluruh fungsi-fungsi tadi. Artinya jika pemé{intah tidak mampu dalam
memberikan pelayanan kepada publik dtau masyarakat, maka beberapa bagian dari
fungsi tadi pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pihak swasta ataupun dengan
menggunakan pola kemitraan (parinership), antara pemerintah dengan swasta untuk
mengadakannya, Hal ini mengingat efisiensi dan efektivitas yang dilakukan oleh
pemerintah. Pola kerja sama antara pemerintah dengan swasta dalam memberikan
berbagai pelayanan kepada masyarakarat tersebut sejalan dengan gagasan
“reinventing government” yang dikembangkan Osborne David dan Gaebler (1992 :
52).

Terkait dengan pelayanan publk di Indonesia, pemerintah membentuk
organisasi publik di daerah kabupaten atau kota dalam rangka untuk pelayanan
publik, salah satunya telah dibentuk UPMT (Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu).
Menurut Thoha (1897 :7) '

"Peran dan posisi birokrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik harus

diubah Peran birokrasi yang selama ini suka mengatur dan minta dilayani,

akan menjadi suka melayani, suka mendengarkan tuntutan, kebutuhan dan

harapan-harapan masyarakat”.
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1/1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah
Kepada Masyarakat. ‘

Hakekat pemerintahan dalam pelayanan publik adalah pelayanan kepada -

rakyat. la fidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani
rakyat, dengan kata lain pemerintahan adalah pelayanan rakyat, Pelayanan publik
oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai
abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Tantangan birokrasi sebagai
pelayanan rakyat mengalami suatu perkembangan yang sangat dinamis seiring
dengan meninngkatnya tingkat kehidupan rakyat yang semakin baik. Rakyat semakin
sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam
hidup bemmasyarakat, berbangsa dan bemegara. Rakyat semakin berani untuk
mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah.

Dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis, birokrasi publik dituntut harus
dapat mengubah posisi, dan hal terpenting sejauh mana pemerintah dapat mengelola
fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa yanhg .ekonhomis,
efektif, efisien, dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya.
(Lay, 2002 :20). Selain itu, pemerintah dituntut untuk menjalankan fungsi-fungsi tadi.
Artinya pelayan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan
diberikan tanpa memandang status, pangkat,. golongan dari masyarakat dan semua
warga masyarakat mempunyai hak yang sama alas pelayanan tersebut sesuai
dengan peraturan yang berlaku. '

Dengan revitalitas birokrasi publik (terutama aparatur pemerintah daerah)
publik yang lebih baik dan profesional dalam menjalankan apa yang menjadi tugas
dan kewenangan yang diberikan kepadanya dapat terwujud, yang kedua sumber
daya manusia pelayanan yang berkualitas dgn beriorentasi kepada kepentingan

pemanfaat sangat penting. Oleh sebab itu, penerapan kualitas pada semua fungsi’

“harus dipenuhi seperti dikemukakan Gaspersz (2002 :20).

...... kualitas diterapkan pada semua fungsi termasuk administrasi,
Pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap publik sangat
penting sekall, karena pemerintah harus bertanggung jawab terhadap
masyarakat/publik dalam menata kehidupan masyarakat dari berbagai aspek
kehidupan serta dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Pertanggungjawaban dari aparatur pemerintah pada dasarnya
diteniukan oleh faktor internal, seperti perilaku kepeminmpinan birokrasi,
rangsangan yang memadai, Kejelasan tugas dan prosedur kefja, kejelasan
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peran dan perlengkapan sarana dan prasarana keria, dan sejenisnya.' Fakior

ekstenal, antara lain berupa norma sosial dalam sistem budaya, seperil

persepsi, sikap, nilei organisasi dan sentrment masyarakat terhadap kinerja.
aparat birokrasl",

Organisi publik (pemerintah) dalam penyelenggara pelayanan publik maka
perflu membuat suatu kebijakan, kebijakan tersebut yang akan menjadi suatu
petunjuk atau aturan, pedoman bagi pelaksanaan pelayan publik dalam hal ini
sebagai birokrasi (Mulyadi, 2002 :5).

“Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang netral dalam penyelengaraan

administrasi, ternyata dalam prakteknya banyak Padahal ditengah rintangan

itu, masyarakat sangat merindukan pelayanan publik yang baik, dalam arti
proposional dengan kepentingan, yaitu birokrasi yang berorientasi kepada
penciptaan keseimbangan antara kekuasaan yang dimiliki dengan tanggung

j.j;vab yang mesti diberikan kepada masyarakat yang ditayani.” (Mulyadi, 2002

Perbaikan kualitas pelayanan bukan merupakan suatu proses yang berfungsi
pada lini operasi,Atetapi harus berfungsi pada semua lini, termasuk pada fungsi
administrast. Selanjutnya kugalitas sendirj dapat diartikan sebagal “tingkat kebaikan"
dati suatu produk. Tjiptono (2000 :51) mengatakan sebagai bertkut “Konsep kualitas
itu sendiri sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan yang terdiri dari kualitas
desain dan kualitas kesesuaian”. Adapun yahg dimaksud dengan kualitas desain
adalah merupakan fungsi spesifikasi produk, sedangkan kualitas kesesuaian adalah
sua{u ukuran untuk mengetahui seberapa jauh suatu produk itu akan kualitas
ditetapkan.

Jadi kualitas itu merupakan suatu kondisi yang dinamis dan akan
berhubungan dengan produk, maupun fasa serta lingkungan yang akan memenuhi
atau melebihi harapan para pelanggan/konsomen. Maka strategi dalam pelayanan
adalah salah satu cara untuk membantu organisasi dalam mengatasi lingkungan
yang selalu berubah serta membantu organisasi utituk membantu dan memecahkan
masalah terpenting yang mereka hadapi. Sehingga dengan strategi organisasi dapat
membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang, sambil mengatasi
dan memimalkan kelemahan dan ancaman dari luar (Brysaon, 1995 :1)

Kinerja pelayanan aparatur pemerintah belum mampu menerapkan prinsip-
prinsip pelayanan berwawasan good governance, yakni penyelenggaraan pelayanan
publik yang diantaranya menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, partisipasi,
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efisiensi, akuntabilitas, serta menghargai inovasi pelayanan, tanggap terhadap
‘dinamika lingkungan pelayanan, aspirasi dan kebutuhan pengguna Iayanan
Pelayanan. publik yang berwawasan good gavenance menuntut adanya kemampuan
birokrasi untuk responsive terhadap tantangan dan peluang baru, tidak terpaku
kegiatan-kegiatan rutin yang terkait fungsi instrumental birokrasi, dan harus mehmiﬁki
pemikiran ‘inovatif dan futuristik. Birokrasi juga harus memiliki kompetensi untuk
menﬁherikan secara adil dan inklusif, serta kemampuan untuk memperdayakan
masyarakat atau stokeholders dalam melaksanakan pelayanan.

- Meskipun pemerintah mempunyéi fungsi-fungsi sebagai mana diatas, namun
tidak berari bahwa pemerintah harus bemperan sebagai monopoiist dalam
pelaksanaan seluruh fungsi-fungsi tadi. Beberapa bagian dari fungsi tadi bisa
menjadi bidang tugas yang pelaksanaanya dapat dilimpahkan kepada swasta
ataupun dengan pola kemitraan antara pemerintah mengadakanya. Pola kefja sama
antara pemerintah dengan swasta dalam memberikan berbagai pelayanan.
Pemberian_pelayanan publik oleh aparatur pemenntah kepada rakyat sebenamya
merupakan implikasi dari fungsi aparatur negara dafam pe!ayanan urmum sangat
strategis karena akan sangat menentukan sejauh mana penmerintah mampu
nmemberikan 'peiayanan yang sebaik-béiknya bagi rakyat, sehingga akan
menentukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai
dengan tujuan. .

Sehubungan dengan versi pemerintah; definisi pelayanan publik dikemukakan
dalam Surat Kepuiusan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1995,
yaitu segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat,
di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Miik Negara (BUMN) atau Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka belaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik selalu berkaitan dengan perasaan
puas dari masyarakat yang menerima pelayanan. Berangkat dari persoalan
mempertanyakan kepuasan masyarakat terhadap apa yang diberikan oleh pelayan,
dalam hal ini yaitu administrasi publik adalah pemerintah itu sendiri dengan apa yang
mereka inginkan, maksudnya yaitu sejauh mana publik berharap apa yang ékhimya
mereka diterima. Maka difakukan penilaian tentang sama tidaknya antara harapan
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dengan kenyataan, apabila tidak sama maka pemerintah diharapkan dapat

mengoreksi keadaan agar lebih teliti untuk meningkatkan kualitas pelayanan public.
Selanjutnya (Lay, 2002 :19). Pelayanan publik dapat diartikan sebagai

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai

- kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang

telah ditetapkan. Selain itu, dalan kondisi masyarakat yang semakin kritis dewasa ini
menjadikan birokrasi publik dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran
(revitalisasi) dalam memberikan pelayanan publik. Bermula dari yéng suka mengatur
dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan
pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menclong menuju ke arah yang
ﬂeksibei kolaboratis dan dialogik dan dari cara-cara yang sioganis menuju cara-cara
kerja yang realistik pragmatik (Widodo, 2005 : 162). '

_ Pemerintah Indonesia dalam membangun bidang kesehatan mempunyai Visi
“pembangunan kesehatan di indonesia yang diselenggarakan oieh puskesmas
menurut  Keputusan Menteri  Kesehatan Repub!ik Indonesia  Nomor
128/Menkes/SK/1/2004 tentang kebljakan dasar pusat kesehatan masyarakat adalah
tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat". Kecamatan
Sehat adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai
melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang htdup dalam lingkungan
dan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan
kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiiki derajat kesehatan
yang setinggi-tingginya. Visi tersebut tenfunya dapat dicapai oleh puskesmas salah
satunya dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepad‘a pasien.

Dalam pelayanan kesehatan pemerintah memiliki kewajib‘an menyediakan
pelayanan kesehatan minimum yang dibutuhkan rakyatnya. Bagi penyelenggara
pelayanan kesehatan prinsip yang harus dipegang dalam memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat adalah bagaimana masyarakat puas dan nyaman
dalam menerima pelayanan kesehatan yang diberikan dan keberadaan Puskesmas
sebagai media untuk memberikan pelayanan kesehatan haruslah dijalankan dengan
baik sehingga kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan apa yang
dikehendaki oleh masyarakat. Hal ini karena masyarakat adalah warga Negara
(citizen), pemilik negara (owner) dan pemsgang kedaulatan {sovereignty) yang patut
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PENELITIAN PELAYANAN PUBLIK

PENELITIAN 1

KUALITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN {IMB) PADA KANTOR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
{BPPTPM) KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT
QUALITY SERVICE ON BUILDING PERMIT AT ONE STOP SERVICE OFFICE
PERMIT (BPPTPM) OF CIANJUR DISTRICT WEST JAVA PROVINCE

NANANG SUPARMAN
FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jin. A.H. Nasution No. 105 Bandung 40614
Email : n.suparmant9gmail.id.com
Kontak : 087722594013
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Abstrak : Dalam mengurus perizinan, publik seharusnya menerima pelayanan
secara mudah, cepat, tepat, dan aman. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami
bagaimana proses pelayanan perijinan mendivkan bangunan dilakukan dan
mengungkap makna pelayanan menurut publik dan pemerintah dan mengetahui
kendala atau permasalahan yang dihadapi BPPTPM Kabupaten Cianjur Jawa Barat
sebagai penanggung jawab bidang perizinan.Jenis penelitian ini deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas perizinan
mendirikan bangunan yang diukur melalui 4 (empat) dimensi yakni dimensi
kemudahan, dimensi kecepatan, dimensi ketepatan, dan dimensi keamanan
cenderung belum berjalan baik, hal demikian terjadi akibat faktor-faktor kendala yang
mempengaruhi antara lain struktur organisasi yang belum solid, ketimpangan sumber
daya manusia bakk kuantitatif maupun kualitatif,daya dukung infrastruktur dan
teknologi perkantoran yang kurang memadai dan tidak up to date, dan kerumitan
prosedur yang belum terurai. '
Kata kunci : Kualitas Pelayanan, IMB, BPPTPM

A. Pendahuluan

Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Jawa Barat dalam rangka melayani
permohonan-masyarakat di bidang pefizinan mendi_g:i_lg\?t_r‘ bangunan {IMB) membentuk
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) melalui
Peraturan Dasrah (Perda} Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja BPPTPM. '

Berdasarkan kewenangan yang telah diserahkan kepada BPPTPM, maka
terdapat jenis perijinan dan Non Perijinan yang dikefuarkan oleh BPPTPM, yaitu jenis
pelayanan perizinan termasuk lzin Bangunan (IMB) dan jenis pelayanan non
perizinan, dimana dalam pelaksanaannya tetap dikoordinasikan dengan unit kerja
pengelolanya masing-masing. Tujuan utama dikeluarkannya IMB adalah sebagai
instrumen pengendalian dan pemanfaatan ruang, pengendalian kelayakan
bangunan, kepatuhan pada perundangan, dan penyederhanaan pelayanan.

Pada beberapa Kecamatan di Witayah Kabupaten Cianjur sebelah utara yang
meliputi Kecamatan Cipanas, Pacet, Cimacan, Sukaresmi, dan Kecamatan Ciloto
tumbuh secara alami sebagai daerah tujuan wisata bernuansa pegunungan sebagai
bagian dari kawasan wisata Puncak. Kepariwisataan dicirikan oleh antara lain
pesatnya pembangunan fisik berupa sarana objek wisata, hotel, bungalow, vila,
maupun perumahan. Pada satu sisi kawasan Puncak dan sekitarnya adalah kawasan
hijau dan resapan air harus dilindungi dari maraknya pembangunan fisik terutama
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yang tidak menganiongl IMB. Kontradlktif dalam pengelolasn pangembangan
kawasan Puncak menuntut ketegasan Pemerintah Daerah Cianjur terhadap pihak-

‘plhak yang melangger ketentuan perizinan, dan sebalknya Pemerintah daerah ‘

melalui BPPTPM harus memberikan kemudahgn kepada masyarakat yang telah
menempuh prosedur yang benar dalam pengurusan perizinan termasuk IMB.

Tabel 10.1
Jenis IMB Kabupaten Cianjur
Jenis IMB
Tahun R. Tinggal Villa R. Usaha | Perumahan | Perkantoran
2012 214 312 267 86 213
2013 198 201 155 92 104
2014 216 322 176 98 125
2015 265 350 212 102 132

Sumber :BPPTP}, diolah
Namun demikian dalam realitasnya, masih sajé.\ ditemui adanya berbagai

kritikan dan keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberika_n oleh
Instansi Pelayanan Perizinan Terpadu, dimana hal ini tentu akan sangat berpengaruh
terhadap citra Pemerintah di mata masyarakat. ‘

Di Kabupaten Cianjur sendiri pelayanan lzin Mendirikan Bangunan masih
menjadi keluhan publik umumnya melalui media massa sebagaimané hitp
Jfwww.kabarcianjur.com/ 2015/mahalnya biaya perizinan di Cianjur yang diakses
pada22 April 2015 menyatakan bahwa berdasarkan keluhan warga bahwa Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) dalam memberikan °
pelayanan perizinan kepada masyarakat masih terdapat praktek rente di luar yang
telah diatur dalam Peraturan Daerah. Masyarakat kesulitan memahami dan mengikuti .
pala baru layanan perzinan yang semakin ketat dikutip -http;ﬁwww.pikiran-
rakyat.com/2016/clanjur-lebih-ketat-izinkan-vila-di-puncak diakses pada 6 Pebruari
2015. Realitas ini diperkuat dengan hasit penefitian pendahuluan yang diiakukan
pada badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten
Cianjur, dimana cenderung lamban dan berbelit-belit, sering teriadi masyarakat
dihadapkan pada beberapa tahapan dengan harus melewati beberapa meja aparat
dart beberapa Instansi yang berbeda.Kondisl int tentu yang antara lain menysbabkan
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masyarakat merasa bahwa pelayanan jjin gangguan di Kabupaten Cianjur belum
sesuai dengan harapan publik. Masih adanya kesenjangan pelayanan yangcukup
lebar dan pembiaran pada institusi publik, hal tersebut tidak linier dengan slagan
yang didengungkan mengenai percepatan good governance khususnya pada
Pemerintahan Daersgh,

Permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas diduga disebabkan oleh
masih rendahnya kualitas pelayanan pada aspek kemudahan, aspek kecepatan,
aspek ketepatan,dan aspek keamanan sebagaimana dirasakan dan diterima oleh
. masyarakat pengguna jasa. \ '

Karena itulah,maka isu konseptual yang diangkat dalam penelitian ini adalah
“Bagaimana Kualitas Pelayanan ljin Mendirikan Bangunan pada Badan Pelayanan
Perifinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur?”. Hal ini mendukung
beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa kineria pelayanan dari
organisasi-organisasi pelayanan publik masih jauh dari yang diharapkan oleh
'masyarakat. - : R |

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penislitian ini hendak riengkaii
sejauhmana prrf}ses pelayanan bidang IMB dan pencapaian kualitas pelayanannya
dan sekaligus pengendalian tata ruang khususnya kawasan Puncak Cianjur dan
- mengetahui faktor-faktor penghambat vpelayanan sehingga dapat ditemukan solusi

pemecahannya,

B. Metode Penelitian , ‘

.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian deskriptif-
kualitatif hal ini sejalan dengan karakteristik objek penelitian. Metode penelitian
deskriptif-kualitatif dipilih dalam penelitian ini untuk menggambarkan fenomena
pelayanan Izin Mendidirkan Bangunan yang berlangsung di BPPTPM Kabupaten
Cianjur Jawa Barat menurut perspektif para pelaku baik para investor, masyarakat,
maupun para aparat yang memberikan pelayanan.

Pendekatan penelitian kualitatif dilakukan mengingat bahwa data hanya dapat
dipahami dan diungkap melalui persepsi dan interpretasi para pelaku yang sulit
diukur secara kuantitatif sehingga pemaknaan yang tepat hanya dapat diberikan cleh

orang yang terlibat dalam pelayanan perizinan pendirian bangunan sebagai fokus
kajian. Selain itu dengan melakukan pendekatan kualitatif, dapat melahirkan empati
peneliti untuk dapat mengadaptasi diri dengan beragam realitas dan dinamika
kehidupan masyarakat dan investor yang mengajukan Izin Mendirikari Bangunan
(IMB). ,

Metode pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara wawancara
terhadap'informan dari pihak penyelenggara layanan IMB berjumlah 31 orang yang
terdirl dari 1 orang penanggung jawab Instansi dengan jabatan Kepala Kantor

BPPTPM Kabupaten Cianjur, 4 orang Kepala Sub Bagian, 5 orang staf senior, 5

orang staf surveyor [apangan non-PNS aparatur, dan 16 orang tenaga magang siswa
SMK. Hasil wawancara lalu dianalisis dengan cara kategorisasi terkait kualitas
pelayanan. Tahap berikutnya dilakukan metode peningkatan kualitas data dengan
friangulasi data pada 31 crang informan tersebut. Selanjutnya jawaban-awaban dari
31 orang informan tersebut dikonfirmasi kepada. 31 orang responden yakni para
pemohon ijin bangunan dan calon investor di Kanfor BPPTEM Kabupaten Ciénjur.
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C. Kerangka Teori
1. Pelayanan publik ‘ ‘

Pelayanan publik atau disebut public service sebagai fokus disipliﬁ ilmu
administrasi publik terkait dengan pelaksanaan pelayanan yang diselenggarakan
oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat masih dianggap belum baik dan
belum memuaskan. Pada umumnya praktik penyelenggaraan pelayanan publik
masih jauh dari prinsip kepemerintahan yang baik (good governance).

" Pelayanan. Publik menurut Moenir AS. (2008 :27) pelayanan adalah
serangkafan kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan
dalam masyarakat. Berdasarkan uraian tersebuf dapat diartikan bahwa
pelayanan secara reguler dan teratur dihadirkan kepada masyarakat sebagai
user melalui proses kegiatan secara terstruktur dan sistematis.

Adapun pelayanan publik menurut Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan
Crosby (Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2010 :2) menyatakan bahwa
pelayanan adalah produk yang kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan




. usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan. Mengacu pada pendapat
tersebut pelayanan dapat diartikan sebagai $esuatu yang tidak dapat dilihat akan
tetapi dapat dirasakan dan melibatkan usaha-usaha manusia dan mengguﬁakan
peralatan.

Pelayanan publik sejatinya diharapkan oleh masyarakat pengguna
layanan dalam bentuk dan defivery yang prima dalam arti pelayanan yang
mudah, cepat, tepat, dan aman ditandai oleh pelayanan yang tidak berbelit-belit,
pelayanan yéngv well-informed, responsif, akomodatif, konsisten, dan adanya
kepastian (waktu-biaya-hukum) dan ftidak dijumpai pungutan tidak resmi.

Penerapan prinsip pelayanan prima dalam metode dan prosedur,

Selanjutnya menurut KEPMENPAN nomor 63 tahun 2003 tentang

Standar Pelayanan Publik bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraanpelayanan publik sebagai
upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pélaksénaan
ketentuan_peraturan perundang-undangan. L L\. :

2. Konsep kualitas pelayanan ‘

Kualitas petayanah nierupaka'n fokus utama kajian pelayanan publik
kontemporer seiring tuntutan publik akan hadimya:pelayanan yang semakin baik,
Pelayanan dianggap berkualitas apabila tidak menimbulkan keluhan dari
masyarakat yang dilayananinya. Kualitas pélayanan itu sendiri dalam kaitannya
dengan konsep kepuasan pelanggan (Customer salisfaction).

. Salah satu tugas pemerintah adalah memberi pefayanan. Dalam konteks
tersebut pemerintah adalah pihak yang memproduksi, mendistribusikan, atau
menjual alat pemenuhan kebutuhan rakyat yang betbentuk jasa publik, dan
layanan sipil. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan
pelayanan yang sebaik-baiknya, mengingat pelayanan yang baik merupakan
bentuk deviden yang harus diterima masyarakat. Oleh karena itu, dalam
melaksanakan tugas dan kewé}ibannya, aparatur/pegawal  diharapkan
menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat dan bukan sebaliknya.
Sebab dalam kaitannya dengan hal tersebut, kedua belah pihak memiliki posisi
dan kewajiban yang sama, yaitu memerintah dan yang diperintah. Sejatinya

kegiatan pelayanan masyarakat dalam prosesnya, 'terjfadi interaksi antara

memberi pelayanan dengan yang diberi pelayanan.

"' Konsep kualitas pelayanan mengandung banyak definisi. Menurut '

Ndraha (2007 :83) mendefinisikan bahwa kualitas (quailty) adalah
characteristics, properly, or aflitude, charactor or nalurs. Definls! tersebut
mengsndung makna bahwa setlap hal atau barang mempunyal kualltes yang
berbeda dengan yang lalnnya, Kualitas berbeda value atau nlial, Nial adalah
guna, manfaat atau sesuatu yang diharapkan dart sesuetu hel pada suatu saat.
Tefdapat 3 (tiga) nilai sebégaimana yang dijelaskan Ndraha (20086) yakni :
pertama nilai intrinsik yang melekat pada setiap benda yang bersifat obyektif,
kedua, nilai eksentrik yang di_masukkan manusia kedalam suatu bendabersifat
subyektif, dan yang ketigaadalah nilai ideal yang belum menjadi kenyataan. Nilai
intrinsik dianggap given,sedangkan nitai ideat bersifat tidak nyata, abstrak, tidak
empirik dan iebih berupa sebagai kekuatan penggerak manusia atau roda
organisasi. | .

v

Pada tataran implementasinya, hal yang mengkhawativkan dari konsep

ideal pelayanan publik masih jauh dari harapan masyarakat pengguna layanan.

Buruknya layanan publik mencerminkan masih adanya kesenjangan antara
persepsi penyelenggara layanan dengan masyarakat penerima layanan hal
mana disebabkan oleh beberapa faktor balk yang sudah banyak diketahui
melalui penelitian-penelitian maupun yang masih diungkap akar masalahnya.
Parasuraman dkk. (1990 :23) mengatakan bahwa ada 4 {empat) jurang

pemisah/kesenjangan yang menjadi kendala dalam pelayanan publik, yaitu

sebagai berikut :

a. Tidak tahu apa yang sebenarnya diharapkan masyarakat;

b. Pembernian ukuran yang salah dalam pelayanan masyarakat;
t. Penyampaian pelayanan yang salah dalam pelayanan publik;
d. Ketidakierpenuhan janji pelayanan.

Kesenjangan kualitas pelayanan publik dapat diketahui dengan cara
membandingkan persepsi para pelanggan (masyarakat) dengan kenyataan
pelayanan yang mereka tetima. Apabila pelayanan dalarn prakteknya yang
diterima masyarakat tidak sesuai dengan harapan atau keinginan mereka, maka
dapat dikatakan telah terjadi kesenjangan. ' '
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